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RINGI(ASAN

Keberadaan tanah ulayat di Sumatera Barat tidak dapat diganggugugat kare-
na sudah jelas dasar hukum yang mengatumya meliputi Undang-undang pokok
Agraria Nomor 5 Tahun 1960, Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor
6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatamya dan Peraturan Gubenur
Sumatera Barat Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Tata Cara peman-
faatan Tanah Ulayat untuk Penanam Modal. Namun, permasalahan yang tampak
adalah sengketa sesama pemilik atau sengketa dengan para penyewa (invesior)
sehingga menyebabkan tanah ulayat tersebut tetap terlantar atau tidak produktif
secara ekonomi. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian mendalam atas berbagai
persoalan mendasar pada tataran hulu (stku, kaum dan nagai), tataran proses
(pola pemberdayaan) dan tataran hilir (pola kemitraan) sehingga dapat melahir-
kan model pemberdayaan tanah ulayat yang berpihak pada hak ulayat.

Tujuan penelitian tahun pertama adalah mengidentifikasi dan memetakan
sengketa tanah ulayat berdasarkan persoalan pada tataran hulu yaitu pada tingkat
kaum, suku, nagari dan investor. Hasil pemetaan ini sebagai dasar dalam melaku-
kan penelitian tahap dua yaitu untuk memetakan persoalan pada lataran proses
dan hilir sehingga luar yang diharapkan dari hasil pemetaan sebagai bahan dalam
merancang model pemberdayaan tanah ulayat berbasis koperasi pertanian.

Populasi penelitian ini adalah seluruh pemilik tanah ulayat mulai dari suku,
kaum, anggota Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan pemerintah Nagari khususnya
di daerah Kabupaten Padang Pariaman. Sampel penelitian diambit dengan mengu-
nakan metode multistage random sampling atau sampel bertahap untuk keter-
wakilan masing-masing level. Analisis data mengunakan analisis deskriptif untuk
tahap pertama dan dilanjutkan analisis inferensial pada tahap kedua. Analisis
deskiptif dipakai untuk memetakan (mapping) sengketa tanah ulayat di masing-
masing level meliputi kaum, suku dan nagari. Sedang tahun kedua, untuk men-
desain model tanah ulayat berbasis koperasi pertanian mengunakan erltalisis multi-
group. Unt* mengetahui pengaruh multilevel antar variabel, meliputi (l) agre-
gasi pada level kaum, (2) agregasi pada level suku, dan (3) agregasi pada level
nagari. Hasil yang diharapkan dengan menggunakan analisis ini mampu mela-
hirkan model yang layak dan teruji secara empiris dalam pemberdayaan tanah
ulayat berbasis koperasi pertanian bagi masyarakat adat di Sumatera Barat.

Hasil penelitian tahap pefiarna menunjukkan bahwa sengketa tanah ulayat
pada tataran kaum. suku, nagari dan investor sebagai berikut:
1. Sengketa tanah ulayat pada Btaran kaum berkaitan dengan l) peruntukan tanah

ulayat kaum oleh mamak kepala waris pada kemenakan, 2) Pemanfaatan tanah
ulayat kaum oleh kemenakan atau tergadai pada pihak luar dan, 3) masalah
legalitas tahan ulayat dalam kaum.

2. Sengketa tanah ulayat pada tataran suku berkaitan erat dengan trese larasan dan
nilai-nilai yang diyakini sehingga persoalan tanah ulayat suku tidak sebanyak
tanah ulayat kaum seperti, beberapa daerah penelitian tidak ditemukan tanah
ulayat suku karena telah terdistribusi ke kaum masing-masing sesuai dengan
sistem ulayat /ceselarosan bodi caniago.

ll



3. Sengketa tanah ulayat nagari lebih banyak pada perbedaan pandangan dalam
p-emanfaatan tanah ulayat oleh pemerintah nagari dengan kerapatan aiat nagari
(KAN) sebagai penguasa tanah ulayat atau hubunganlelembagaan. Selainltu,
berkaitan dengan atuan hukum pertanahan nasional ketika digunakan dalam
bentuk HGU yang diterbitkan pemerinr,h untuk kepentingan pembangunan
nasional dan negara.

4' sengketa tanah ulayat antara masyarakat adat dengan investor sudah dapat
diselasaikan secara hukum karena sudah ada aturan hukum yang jelas yaitu
Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2008 tentang tanah ulayat dan pemanfiaatannya.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disarankan bahwa sengieta tanah ulayat
secara nyata tidak nampak dipermukaan karena tingginya rasa malu ketika ada
sengketa tanah ulayat pada kaum, suku dan nagari. U-ntut ltu, ketika ada sengketa
tanah_ ulayat dalam pemanfaatannya maka disilesaikan ,"ruui d.rgu, tatarimya
atalr bajanjang naik batanggo turun, artinya mengikuti aturan yang telah dibuat
masyarakat adat, karena tidak ada persoalan yang tidak akan selesai kalau dibi-
carakan sesuai alur dan patut dalam adat.
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BAB 1

PENDAIIULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara geografrs daerah Sumatera Barat banyak memiliki tanah kosong

atau menggangur yang layak dijadikan sebagai lahan produktif. Hasil pemantauan

Bidang Pembangunan dan pertanahan Bapenas pada tahun 2011 menunjukkan

bahwa 54,83% lahan di Provinsi sumatera Barat dapat dibudidayakan termasuk

didalamnya kawasan hutan produksi, sedangkan 45,l7yo atau 1.910.679 Ha
merupakan kawasan hutan lindung- Ditinjau dari sebaran tanah dipedesaan atau

nagari di Sumatera Barat sekitar 80% terrnasuk kategori .lanah ulayat,, yang di-
miliki oleh suku, kaum, rajo dan pemerintahan nagari Qrlarihisa, 2007). peman_

faatan lahan atau tanah yang sering menimbulkan konflik bukan pada kawasan hu-

tan lindung melainkan pada tanah ulayat yang tersebar setiap nagari di daerah

Sumatera Barat.

Keberadaan tanah ulayat ini tidak hanya didasarkan pada hukum adat, teta-
pi juga diperkuat oleh Undang-undang pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960 pasar

3 yang menyebutkan bahwa hak ulayat dari masyarakat hukum adat itu eksistensi-

nya tetap dijamin oleh undang-undang tertulis sepanjang menurut kenyataan hak

ulayat itu masih ada. Diperkuat lagi dengan peraturan Daerah (perda) provinsi

sumatera Barat Nomor 6 tahun 2008 menjelaskan bahwa hak ulayat adalah hak

penguasaan dan hak milik atas bidang tanah beserta kekayaan alam yang ada di
atas dan di dalamnya dikuasai secara kolektif oleh masyarakat hukum adat di
Provinsi Sumatera Barat. Tanah ulayat yang dimaksudkan adalah bidang tanah

pusaka beserta sumber daya alam yang ada diatasnya dan didalamnya diperoleh

secara turun temurun sebagai hak masyarakat hukum adat tersebut. Tanah ulayat

merupakan salah satu benruk kepemilikan tanah yang dilakukan secara komunal

atau bersama sehingga menimbulkan hak ulayat bagi masyarakat hukum adat.

Tanah ulayat ini dilihat dari status kepemilikannya atas nama bersama

berupa kaum, suku dan nagari, tentu jika digarap menjadi lahan pertanian tidak
semudah mengolah tanah yang kepemilikannya secara perorangan. Hal ini dise_
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babkan, karena anggota kaum atau masyarakat hukum adat saling berebut ingin

menggarap tanah tersebut secara perorangan. Sesama mereka saling mengklaim-

/menyatakan dirinya, dialah yang berhak menggarap tanah tersebut. Saling meng-

klaim ini, kadang-kadang berakhir dengan persengketaan yang tidak berkesudahan

dan akhirnya tidak seorangpun yang berhasil mendapatkan hak menggarap tanah

ulayat tersebut. Sejalan dengan cacatan dari Lembaga Kerapatan Adat Alam

Minangkabau (LKAAM) Sumatera Barat menyebutkan 29 kasus sengketa tanah

ulayat yang belum tuntas hingga saat ini sehingga tanah ulayat tersebut dibiarkan

terlantar dan tidak produktif oleh para pemiliknya.

Menyikapi persoalan konflik tanah ulayat telah diatur dalam peraturan

Gubenur (Pergub) Nomor 2l Tahtn2012 tentang Pedoman dan Tata Cara peman-

faatan Tanah Ulayat untuk Penanam Modal. Namun, ribuan petani masih menjadi

korban konflik tanah ulayat atau tetap menjadi korban oleh para investor. Sebagai-

mana laporan Lembaga Swadaya Masyarakat ebar yang bergerak di bidang

agraria menyebutkan sebanyak 6.670 kepala keluarga (KK) dari ll2 nagari di

Sumatera Barat menjadi korban manipulasi mekanisme investasi 52 perusahaan

karena tanah ulayat mereka dijadikan ladang uang bagi investor tanpa memper-

hatikan kesejahteraan pemilik hak ulayat (Padang Ekspres, l6Maret2013).

Konflik tanah ulayat yang kompleks dan rumit ini hampir merata terjadi di

setiap nagari sehingga menyebabkan tanah ulayat terlantar dan tidak produktif.

Padahal, secara kualitas dan kuantitas tanah ulayat tersebut cenderung berukuran

luas dan relatif subur. Secara ekonomis, tentu kondisi ini sangat tidak mengun-

tungkan para pemiliknya, karena tanah ulayat itu tidak mampu memberikan hasil

atau manfaat kepada mereka. Tanah ulayat seperti 'lanah sakti" yang tidak bisa

digarap oleh siapapun. Sungguh ironis sekali, di tengah himpitan ekonomi yang

semakin berat dipedesaan, para anggota kaum atau masyarakat hukum adat yang

memiliki tanah ulayat seyogianya bisa menopang ekonomi rumahtangga mereka

dengan cara menggarap tanah ulayat tersebut, tetapi semuanya itu tidak dapat

mereka lakukan dengan maksimal.

Sekaitan dengan itu, dalam upaya pemberdayaan tanah ulayat secara ekono-

mis, Bupati Pasaman dalam acara sosialisasi tanah ulayat bagi walinagari se Ka-
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bupaten Pasaman dengan tema "Jadikan Tanah Ulayat Lebih Bemilai Secara

Ekonomi" memberikan pengarahan bahwa pengolahan tanah ulayat harus dilaku-

kan secara profesional dan transparan agar tanah tersebut betul-betul dapat me-

ningkatkan perekonomian masyarakat nagari (Zubeir, 2005:5).

Lantas, bagaimaaa crarrya agar tanah ulayat yang terhampar luas dan subur

tersebut dapat diberdayakan sehingga produktif yang akhimya mampu meng-

angkat ekonomi anggota kaum yang memiliki tanah ulayat tersebut. Karena tanah

ulayat itu merupakan milik bersama anggota suku, kaum, dan nagari mustahil

apabila tanah tersebut digarap oleh orang per orang yang ada dalam kaum itu.

Mungkinkah dengan rasa kebersamaan dan kekeluargaan yang sudah terjalin dan

terbina selama ini, tanah ulayat itu bisa digarap menjadi tanah yang produktif

guna menopang ekonomi rumahtangga pemiliknya.

Sebagai jawaban sementara pertanyaan ini adalah pemberdayaan tanah

ulayat masih mungkin dilakukan dengan semangat kebersamaan dan kekeluargaan

yang telah terjalin dan terbina melalui koperasi pertanian, yang mana anggota

koperasi tersebut adalah para pemilik tanah ulayat yang menggarap tanah mereka

menjadi lebih produktif atas dasar semangat kebersamaan dan kekeluargaan untuk

memperbaiki ekonomi rumahtangga para pemilik tanah ulayat tersebut.

Lebih lanjut, koperasi pertanian dapat membangun kerjasama yang harmo-

nis dengan pihak ektemal (investot) dengan semangat baru sesuai dengan Undang

-undang Koperasi Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasi. Bahkan, sangat

memungkinkan tanah ulayat yang sering bersengketa dengan pihak ekternal

(investor) dapat teratasi dengan ada Sertifikat Modal Koperasi (SMK) yang dapat

diberikan kepada investor dengan ketentuan tidak memiliki hak suara sehingga

tidak akan merugikan anggota koperasi pemilik tanah ulayat tersebut.

Dengan demikian, apakah melalui koperasi pertanian ini penggarapan tanah

ulayat menjadi menarik bagi para pemiliknya, apakah para pemilik tanah ulayat

mau bergabung menjadi anggota koperasi pertanian dan bagaimanakah model

koperasi pertanian yang diperkirakan mampu mengangkat ekonomi rumahtangga

dengan memberdayakan kembali tanah ulayat yang selama ini dibiarkan tidak

produktif serta apa keuntungan/manfaat yang akan mereka peroleh jika mengga-
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rap tanal ulayat melalui koperasi pertanian? Serta bagaimana bentuk kerjasama

dengan berbagai pihak investor dalam membangun koperasi pertanian yang ber-

daya saing dan memihak pada hak ulayat.
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BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Dasar Tanah Ulayat

Keberadaan tanah ulayat ini tidak hanya didasarkan pada hukum adat,

tetapi juga diperkuat oleh undang-undang pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960

pasal 3 yang menyebutkan, bahwa hak ulayat dari masyarakat hukum adat itu
eksistensinya tetap dijamin oleh undang-undang tertulis sepanjang menurut
kenyataan hak ulayat itu masih ada. Diperkuat lagi dengan peraturan Daerah

(Perda) Provinsi sumatera Barat Nomor 6 tahun 200g menjeraskan bahwa hak

ulayat adalah hak penguasaan dan hak milik atas bidang tanah beserta kekayaan

alam yang ada di atas dan di dalamnya dikuasai secara kolektif oleh masyarakat

hukum adat di Provinsi Sumatera Barat. Tanah ulayat yang dimaksudkan adalah

bidang tanah pusaka beserta sumber daya alam yang ada diatasnya dan didalam-

nya diperoleh secara turun temurun sebagai hak masyarakat hukum adat tersebut.

Secara sederhana dapat disimpurkan bahwa tanah ulayat merupakan salah satu

bentuk kepemilikan tanah yang dilakukan secara komunal atau bersama sehingga

menimbulkan hak ulayat bagi masyarakat hukum adat tersebut.

Menurut Peraturan Daerah provinsi Sumatera Barat Nomor 6 tahun 200g
tentang Tanah ulayat dan pemanfaatannya maka dijeraskan beberapa definisi
penting dalam memahami tanah ulayat dan pemanfaatnya yaitu (1) Nagari adalah

kesatuan masyarakat huum adat dalam provinsi sumatera Barat yang terdiri dari
suku, dan kumpulan suku-suku, mempunyai wilayah dengan batas-batas tertentu;
(2) Tanah Ulayat Nagari adalah tanah ulayat berserta sumber daya alam yang di
atas dan didalamnya merupakan hak penguasaan oleh ninik mamak. Kerapatan
Adat Nagari (KAN) dan dimanfaatkan sebesar_besamya untuk kepentingan

masyarakat nagari, sedangkan pemerintah Nagari bertindak sebagai pihak yang

mengatur pemanfaatnya; (3) Tanah urayat Suku adalah hak milik atas tanah be-
serta sumber daya alam yang ada di atass dan didalamnya merupakan hak milik
kolektif semua anggota suku tertentu yang penguasaan dan pemanfaatannya diatur
oleh penghulu-penghulu suku; (4) Tanah Ulayat Kaum adalah hak milik atas
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sebidang tanah beserta sumber daya yang ada di atas dan didalamnya merupakan

hak milik kolektif semua anggota suku tertentu yang penguasaan dan peman-

faatannya diatur oleh penghulu-penghulu suku, dan; (5) Sengketa Tanah Ulayat

adalah persilihan hukum atas tanah ulayat antara dua pihak bersengketa yaitu

pengrras" 6* uOo pemili tanah ulayat dengan pihak lain.

B. Manfaat Koperasi Pertanian dan Dampaknya terhadap pemilik Tanah
Ulayat

Pengalaman menunjukkan, koperasi sebagai badan usaha yang beranggo-

takan orang-orang atau badan hukum belum berhasil mencapai tujuannya yaitu

memajukan kesejahteraan anggotanya. Ketidakberhasilan koperasi mencapai tu-
juan tersebut ber-dampak pada tingkat keinginan (interest) para anggota untuk

memfaatkan koperasi sebagai lembaga./wadah ekonomi semakin menurun. Banyak

anggota koperasi ber-anggapan bahwa koperasi bukanlah lembaga ekonomi yang

tepat untuk diandalkan sebagai perbaikan ekonomi yang lebih baik daripada lem-

baga ekonomi lainny4 misalnya perusahaan. program perbaikan ekonomi belum

menyentuh kepentingan dan kebutuhan para anggota sehingga keberadaan kope-

rasi tidak dirasakan manfaatnya sama sekali oleh mereka.

Kondisi demikian membuat para anggota koperasi frustrasi, kecew4 dan

tidak peduli dengan koperasi yang mereka miliki. Koperasi bukan lagi menjadi

lembaga ekonomi yang menarik dan mampu untuk mengangkat ekonomi rumah-

tangga mereka. Sebagai penyebab semuanya ini adalah karena koperasi tidak

mampu memberikan manfaat yang signifikan untuk kepentingan para anggotanya,

terutama sekali dalam memperbaiki ekonomi rumahtanga anggota.

Koperasi seharusnya menjadi lembaga ekonomi yang lebih menarik dan

berarti bagi para anggota. Hal ini akan terjadi, bilamana koperasi memiliki man-

faat (advantage) lebih besar daripada lembaga ekonomi lainnya, misalnya perusa-

haan swasta. Jika manfaat yang diberikan koperasi lebih besar daripada lembaga

ekonomi lainnya, maka para anggota tetap menjadi anggota dan meningkatkan

kegiatannya di koperasi atau calon anggota koperasi akan menyatakan dirinya ma-

suk menjadi anggota koperasi (Ropke, 2000:33; Hendar dan Kusnadi, 2002:31).
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Dengan kata lain, koperasi akan menarik bagi anggota/calon anggota jika koperasi

itu mempunyai keunggulan bila dibandingkan dengan lembaga ekonomi lainnya.

Sehubungan dengan itu, koperasi pertanian akan lebih menarik dan berarti

bagi pemilik tanah ulayat sebagai calon anggota atau anggotanya jika koperasi

tenebut dapat memberikan manfaat lebih besar daripada lembaga ekonomi lain-

nya. Dengan kata lain, jika para pemilik tanah ulayat mendapatkan manfaaL&eun-

tungan yang lebih besar dari koperasi pertanian untuk menggarap tanah ulayat

mereka ketimbang menggarapnya dengan cara lain, maka keberadaan koperasi

pertanian tersebut menjadi sesuatu yang menarik bagi mereka. Dengan demikian,

dampak atas manfaat koperasi pertanian terhadap pemilik tanah ulayat adalah

kemungkinan besar mereka akan mendirikan dan masuk menjadi anggota koperasi

pertanian.

Manfaat/keuntungan utama yang diharapkan oleh anggota jika menggarap

tanah ulayat melalui koperasi pertanian adalah dukungan koperasi terhadap kelan-

caran/kestabiian usaha dan kebutuhan konsumsi para anggota, seperti pemasaran

hasil pertanian para anggota dengan harga jual yang lebih tinggi dan terjamin,

pengadaan input pertanian dengan harga beli yang lebih rendah atau stabil dan

bermutu, dan pengadaan kebutuhan konsumsi dengan harga yang lebih murah atau

stabil (Hendar dan Kusnadi, 2002:31). Selain itu, para anggota akan memperoleh

pelayanan prima atau pelayanan yang diutamakan dari koperasi dan mendapat

petronage refund atau pembagian sisa hasil usaha koperasi pada akhir periode.

C. Koperasi Pertanian sebagai Model Pemberdayaan Tanah Ulayat

Untuk menjelaskan bahwa koperasi pertanian mampu memberdayakan ta-

nah ulayat sebagai tanah produktif untuk meningkatkan ekonomi rumahtangga

pemiliknya, maka ada beberapa pihak terkait yang diperlukan partisipasi aktifnya.

Pihak-pihak terkait tersebut dapat diilustrasikal melalui model sebagaimana ter-

lihat pada Gambar 2, bahwa pihak pertama dan utama yang berpartisipasi aktif

adalah para pemilik tanah ulayat sebagai anggota koperasi pertanian. Mereka ber-

sepakat untuk mendirikan dan masuk menjadi anggota koperasi pertanian dengan

menyetorkan kewajiban mereka berupa simpanan pokok dan simpanan wajib serta
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simpanan sukarela jika ada. Hal ini sebagai bukti/pertand4 bahwa mereka adalah

pemilik koperasi (Kenangasari dkk, 1996:7).

Simpanan anggota ini dijadikan sebagai modal kerja koperasi. Semakin be-

sar simpanan yang disetorkan oleh anggot4 maka semakin besar pula modal kerja

koperasi. Simpanan pokok dapat disetorkan ketika pemilik tanah ulayat menya-

takan dirinya menjadi anggota dan setelah itu, simpanan wajib bisa disetorkan

secara periodik, mungkin per bulan atau sesuai dengan kesepakatan dalam rapat

anggota. Sedangkan untuk simpanan sukarela, para anggota koperasi dapat

menyetorkan ke koperasi kapan saja. Ketiga simpanan ini disebut dengan modal

sendiri yaitu modal koperasi yang bersumber dari internal koperasi (Sitio dan

Tamba 2001:85).

Setelah mekanisme pengumpulan dana ini dijalankan dan koperasi sudah

mempunyai dana yang cukup untuk modal kerj4 selanjutnya koperasi membuat

program dan memberikan pelayanan kepada anggotanya. Pelayanan yang dimak-

sud antara lain berbentuk penyediaan segala fasilitas yang berkaitan dengan kebu-

tuhan pribadi anggota dan usaha pengolahan tanah ulayat sebagai lahan pertanian.

Misalny4 koperasi menyediakan peralatan pertanian, bibit. pupuk, obat-

obatan, pompa tangan penyemrot hama dan yang tidak kalah pentingnya adalah

pelayanan terhadap kebutuhan pribadi yang akan menunjang kelancaran usaha

merek4 seperti kebutuhan pokok seharihari @ekopi4 2002:153-154). Dengan

begitu, para anggota koperasi tidak lagi memikirkan keperluan usahatani dan

keperluan pribadi, karena sudah disediakan secara lengkap oleh koperasi sehingga

mereka fokus untuk menjalankan usaha.

Semua pelayanan ini disediakan oleh koperasi dalam keadaan cukup dan

lengkap dengan harga yang murah serta pelayanan yang cepat dan mudah. Lri me-

rupakan salah satu manfaat/keuntungan yang akan diperoleh anggota jika mereka

menggarap tanah ulayat melalui koperasi pertanian. Hal ini juga merupakan salah

satu keunggulan pelayanan koperasi bila dibandingkan dengan pelayanan lembaga

non koperasi.

Untuk memperlancar pemberian pelayanan atas segala keperluan para

anggota, koperasi mengadakan kerjasama dengan pihak supplier sebagai pemasok
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alat-alat dan barang-barang yang diburutrkan oleh para anggota (Hendrojogi,

2002:99). Pihak supplier diminta oleh koperasi unhrk memasok alat-alat dan

barang-barang keperluan anggota ke koperasi secara lengkap dan terus menerus

dengan harga yang lebih murah dan cara pembayaran yang relatif ringan,

misalnya dicicil.

Setelah itu, koperasi menyalurkan alat-alat dan barang-barang tersebut kepa_

da para anggota secara lengkap dengan mutu terjamin dan harga relatif murah

serta cara pembayaran yang lebih ringan, misalnya dengan cara dicicil setelah

usahatani mereka dipanen. Selain in4 koperasi melakukan pengantaran (delivery)

alat-alat dan barang-barang keperluan anggota secara cepat dan tepat waktu.

Dengan begitu, para anggota tidak perlu lagi berfikir tentang ketersediaan kebu-

tuhan usahatani dan pribadiny4 tetapi yang perlu difikirkan adalah bagaimana

usahataninya memperoleh hasil yang optimal dan berkualitas. Hal ini merupakan

suatu keuntungar/ manfaat lebih bagi para pemilik tanah ulayat sebagai anggota

koperasi bila dibandingkan jika mereka menggarap tanah secara perorangan atau

melalui lembaga non koperasi.

Oleh karena para anggota koperasi belum banyak pengalaman dalam bidang

usahatani yang akaa dilakukan, maka koperasi juga perlu melakukan kerjasama

dengan pihak pemerintah yang berkompeten di bidang pertanian, misalnya dengan

kantor dinas pertanian atau penluluh pertanian guna memberikan arahan, binaan

dan konsultasi kepada anggota koperasi yang akan dan atau sedang menggarap

tanah ulayat (Hendrojogi, 2002:99). Dengan pengarahan, pembinaan dan konsul-

tasi yang seperti ini diharapkan para anggota koperasi menjalankan usahatani

tidak berdasarkan intuisil kehendak hati belaka melainkan berusahatani sesuai

dengan tatacara, petunjuk dan aturan bertani yang benar.

Dengan begitu tanah ulayat yang digarap oleh para anggota koperasi mampu

memberikan hasil (output) secara optimal dengan kualitas yang baik. Keuntungan

yang diperoleh anggota koperasi melalui upaya ini adalah menggarap tanah ulayat

di bawah binaan, arahan, dan konsultasi yang gratis dari pakar pertanian, karena

disediakan oleh pihak koperasi.
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Di kala para anggota membuhrhkan modal ke{a yang lebih besar seiring

dengan perhrmbuhan dan perkembangan usahatani mereka, pihak koperasi juga

dapat melibatkan pihak ektemal lainnya yaitu bank dan lembaga keuangan lainnya

dalam rangka mendukung permodalan koperasi secara umum dan permodalan

anggota koperasi secara khusus. Pihak bank bisa memberikan bermacam-macam

pinjaman atau SKIM kedit kepada anggota melalui koperasi, seperti kedit usaha-

tani, kredit kepada koperasi, kredit modal kerja usaha kecil dan menengah, lcedit

pengentasan kemiskinan dan lainJain (Anoraga 2003:60)

Tambahan modal kerja para anggota dari pihak bank dan lembaga keuangan

lainnya sangat mungkin diperoleh dengan sponsor koperasi, karena keberadaan

ko-perasi sebagai badan usaha yang berbadan hukum lebih te{amin ketimbang

per-orangan. Apabila terjadi kemacetan pengembalian pinjaman, maka koperasi

dapat diminta pertanggungjawabanaya secara hukum.

Pengalaman menunjukkan, bahwa pemberian kedit untuk pengembangan

usaha koperasi biasanya lebih dipermudah oleh pihak bank dan lembaga keuangan

lain jika dibandingkan dengan pemberian kedit secara orang perorangan. Hal ini

juga meru-pakan suatu keuntungan bagi para anggota koperasi, karena dengan

memanfaatkan nama baik koperasi, mereka memperoleh pinjaman dengan mudah

dan mungkin juga dalam jumlah yang relatif besar, bunga yang rendah (murah)

dan tingkat cicilan yang ringan.

Dikarenakan koperasi, baru mulai berdiri dan para anggota yang terpilih

sebagai pengurus belum berpengalaman dalam mengelola koperasi, maka pihak

koperasi bisa meminta bantuan kepada pemerintah atau kantor dinas koperasi

berupa bantuan legislatif, edukatif, moril, dan finansial (Kartasapoetr4 G, dkk,

1987:179-180). Bantuan legislatif berupa sosialisasi Undang-undang Nomor 17

tzlr-rn 2012 tentang Perkoperasian dan peraturan pemerintah yang akan dijadikan

pedoman dalam pengelolaan koperasi. Bantuan edukatif berupa bimbingan,

pembinaan dan pengawasan tentang bagaimana mengelola koperasi secara baik

dan benar dari kantor dinas koperasi di mana koperasi beroperasi. Bantuan moril

bersifat mendorong, memberi fasilitas-fasilitas, keringanan-keringanan, dan pem-

berian subsidi. Sedangkan, bantuan finansial berupa kredit-kredit dengan syarat-
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syarat yang lebih ringan, mudah danjuga kredit berbagai sarana, seperti peralatan,

penyubur tanah, temak besar dan kendaraan angkutan.

Oleh karena tanah ulayat adalah milik bersama (kaum), maka partisipasi

pemuka kaum sangat diperlukan guna memotivasi para pemilik tanah ulayat yang

juga sebagai anggota koperasi untuk menjaga rasa kebersamaan dan nilai keke-

luargaan yang terjalin atas dasar hubungan satu damh atau keturunan selama ini.

Pemuka kaum dapat dijadikan lambang pemersatu dan semangat kerja kelompok.

Di samping itu, ia juga berperan sebagai juru damai ketika ada ketidak-

sepahaman yang terjadi antar anggota koperasi dalam menggarap tanah ulayat dan

menjalankan aktivitas lainnya. Peran yang paling strategis dimainkan oleh pemu-

ka kaum ini adalah sebagai koordinator kelompok dmi masing-masing kaum yang

bertanggunglawab atas kelancaran alcivitas penggarapan tanah ulayat sebagai

lahan pertanian. Keberhasilan kelompok dalam menggarap tanah ulayat diten-

tukan oleh kepintaran dan kehebatan pemuka kaum untuk memberikan dorongan

dan semangat kepada anggota kelompok yang dikoordinimya.

Setelah pihak-pihak ini dilibatkan dengan segala dukungannya dan proses

ke-giatan penggarapan tanah uiayat oleh para anggota koperasi berjaian dengan

lancar, pada akhimya mereka akan memanen hasil usahatani. Hasil usahatani ini

akan dijual oleh para anggota di bawah koordinator kelompok (pemuka kaum) ke

koperasi dengan harga yang layak.

Hasii transaksi ini, para anggota koperasi memperoleh penghasilan/penda-

patan yang layak atas penjualan hasil usahatani dan sembari menyelesaikan semua

kewajiban mereka terhadap koperasi, seperti menyetor simpanan wajib, pemba-

yaran atas segala kewajiban yang ditimbulkan oleh pemenuhan keperluan usaha-

tani dan kebutuhan pribadi yang telah mereka ambil sebelumnya.

Dengan koperasi, para anggota tidak perlu memikirkan pengadaan kebu-

tuhan pribadi sehari-hari dan ke mana hasil usahatani mau dijual, karena koperasi

menyediakan/memfasilitasi dan membelinya dengan harga yang layak. Dengan

begitu, para anggota koperasi sudah mempunyai kepastian pasar dan juga mem-

punyai fasilitator untuk pengadaan kebutuhaa sehari-hari yaitu koperasi pertanian.

Para pemilik tanah ulayat sebagai anggota koperasi memperoleh keuntungan-



lmanfaat lebih untuk menggarap tanahnya melalui koperasi ketimbang berusa-

hatani secara perorangan, sebab menjual hasil usahatani secara perorangan belum

tentu mendapatkan kepastian pasar dan harga yang layak.

Pihak ekstemal lain yang tidak kalah pentingnya adalah pasar hasil perta-

nian yang merupakan mitra kerja koperasi dalam menyalurkan dan menjual atau

memasarkan hasil usahatani para anggota koperasi dengan harga yang layak. Ke-

giatan usaha pemasaran bersama hasil usahatani melalui koperasi dapat dilakukan

dengan berbagai cara yaitu: pemasaran bersama dengan sistem polling, memblka

toko untuk menjual hasil usahatani anggot4 mengusahakan order/pesanan dari

toko, dan mengorganisasikan tenaga penjual @ekopin, 2002:150-151).

Pemasara:r bersama dengan sistem polling merupakm kegiatan pemasaran

dengan cara mengumpulkan hasil usahatani anggota untuk dijual di kota atau tem-

pat-tempat pemasaran yang sudah ditentukan. Membuka toko merupakan kegiatan

pemasaran yang dilah*an koperasi dengan membuka kios/toko di tempat pema-

saftm yang strategis dengan cara membeli atau menyewa numgan tempat penjual-

an hasil usahatani anggota. Mengusahakan order dari toko-toko adalah usaha

pemasaran yang dilakukan oleh koperasi dengan cara menjajaki kemungkinan ker-

jasama pengadaan barang dengan toko-toko besar, distributor, eksportir, perusaha-

an-perusahaan besar atau instansi-instansi pemerintah yang memerlukan barang

hasil usahatani anggota koperasi untuk karyawannya.

Berdasarkan transaksi yang terjadi antara koperasi dengan pasar akan meng-

hasilkan pendapatan koperasi yang di dalamnya terkandung keuntungan (SHU)

koperasi. Terjalinnya hubungan kemitraan yang baik antara koperasi dengan pasar

akan menjamin keberlangsungan dan kelancaran transaksi yang akan terjadi antara

koperasi dengan para anggotanya. Oleh sebab itu, koperasi harus mampu mencari

mitra kerja yang baik dan menjalin kemitraan yang saling menguntungkan dengan

pihak lain.

Ketika datang saatnya koperasi membagi SHU, para anggota koperasi akan

memperoleh pembagian SFIU sesuai dengan partisipasi yang mereka lakukan. Ba-

gi anggota koperasi yang menyetorkan simpanan dan melakukan transaksi dalam

jumlah yang besar, maka anggota tersebut akan memperoleh pembagian SHU
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yang jumlahnya relatif besar daripada anggota yang menyetorkan dan melalarkan

transaksi lebih kecil (Sitio dan Tambo,2001:28). Dengan demikian, berpartisipasi

dalam penyetoran modal dan bertmnsaksi dengan koperasi bukanlah sesuatu yang

merugikan, sebab pada akhir periode atau waktu yang telah ditentukan para

anggota koperasi akan memperoleh petronage refund (SI{IJ). Hal ini merupakan

suatu keuntungar/manfaat yang diperoleh oleh para pemilik tanah ulayat jika

mereka menggarap tanah ulayat melalui koperasi pertanian.

D. Studi Pendahulu yang Telah Dilaksanakan.

Berangkat dari adkel konseptual tim peneliti yang dipublikasi dalam Jumal

nasional terakreditasi yaitu Jumal Ilmu Pegetahuan Sosial dan Pengajarannya

Volume 40, Nomor 2, Juni 2006 dengan judul "Pemberdayaan Tanah Uayat

Berbqsis Koperasi Pertanian" belum pemah diuji secara empiris apakah model

pemberdayaan tanah ulayat berbasis koperasi pertanian mampu menjawab perma-

salahan yang dihadapi oleh masyarakat adat di Sumatera Barat.

Selanjutnya, pengalaman peneliti dalam penelitian Komoditi/Pruduk Jasa

Usaha (KPJU) unggulan Sumatera Barat tahun 2011, kerjasama Bank Indonesia

Padang dengan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Hasil temuan pene-

litian ini telah memberikan gambaran umum mengenai produk unggulan TIMKM

Sumatera Barat 201 1. Sebagian besar daerah tingkat II masih menjadikan sektor

pertanian sebagai KPJU unggulan seperti Kabupaten Padang Pariaman, dan kabu-

paten 50 Kota.

Terakhir, peneliti dipercaya sebagai tim bedah kasus sentra Usaha Mik-ro

Kecil Menengah (UMKM) koperasi se Sumatera Barat oleh Dinas Koperasi dan

IIMKM Sumatera Barat tahun 2012. Hasil temuan dari setiap sentm UMKM di

kota dan Kabupaten se Sumatera Barat sebagian besar sentra UMKM bergerak

pada pengolahan hasil pertanian. Pengalaman peneliti sebagai tim bedah kasus

senha UMKM se Sumatera Barat telah memberikan keyakinan bagi peneliti

bahwa usaha dominan Sumatera Barat masih di bidang pertanian.
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E. Rencana Kegiatan Penelitian.

Kegiatan penelitian adalah memetakan dan membuat model pemberdayaan

tanah ulayat berbasis koperasi pertanian. Maka diagram tulang ikan (/ishbone)

panduan dalam penyusunan model pemberdayaan tanah ulayat sebagai berikut:

Gambar 1: Diagram Strategi Peucapaian Tujuan Penelitian

Pendekatan partisifatif dengan semua pihak berkepentingan sehingga

diharap hasil penelitian ini dapat menghasilkan luaran yang direncanakan yaitu

publikasi artikel ilmiah pada Jumal Ilmiah Terakreditasi Nasional dan hasil akhir

penelitian akan melahirkan buku Model Pemberdayaan Koperasi Berbasis Kope-

rasi Tanah Ulayat. Buku ini sangat berharga dalam memperkaya pembelajaran

diperguruan tinggi terutama dalam mata kuliah penulis ampu yaitu perkoperasian

dan Manajemen Kewirausahan dan UMKM. Secara Sederhana kerangka pemi-

kiran penelitian berikut ini:
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BAB 3

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

A. Tujuan Penelitian

Keberadaan tanah ulayat di Sumatera Barat tidak dapat digangugugat kare-

na sudah jelas dasar hukumnya yang mengaturnya meliputi Undang-undang

Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008

tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya dan Peraturan Gubenur Nomor 21

Tahun 2012 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemanfaatan Tanah Ulayat untuk

Penanam Modal. Namun, permasalahan yang tampak adalah sengketa sesama

pemilik (terkadang tidak muncul kepermukaan) atau sengketa dengan para

penyewa (investor) sehingga menyebabkan tanah ulayat tersebut terbengkalai

atau tidak produllif secara ekonomi. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian

mendalam atas berbagai sengketa mendasar pada lataran frzrlz (suku, kaum

dan nagari) tatardn proses (pola pemberdayaan) dan tataran hilir Qtola

kemitraan) sehingga dapat melahirkan model pemberdayaannya tanah ulayat

yarg berpihak pada hak ulayat.

Dengan demikian, tujuan klusus penelitian ini adalah

1) Memetakan sengketa tanah ulayat berdasarkan persoalan pada tdtaran

hulu yartr pada suk-u, kaum, dan pemerintahan nagari.

2) Memetakan sengketa tanah ulayat berdasarkan persoalan pada tataran

proses yaitu (a) pola keanggotaan untuk pemilik ulayat (suku, kaum dan

pemerintahan nagari) dalam koperasi; (b) pola pembinaan dari pihak yang

berkompeten, dan, (c) pola kemitraan dengan berbagai pihak eLternal

(lembaga keuangan dan investor).

3) Memetakan sengketa tanah ulayat berdasarkan persoalan pada raturan hilir

yaitu pola kemitraan atau pemasamn hasil produksi pertanian yang meng-

untungkan anggota dan berdaya saing.

4) Mendesain model pemberdayaan tanah ulayat berbasis koperasi pertanian

berdasarkan pada hasil pemetaan hulu, proses dar hilir.
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5) Menerapkan model pemberdayaan tanah ulayat berbasis koperasi pertanian

di nagari percontohan di Sumatera Barat.

B. MANT'AATPENELITIAN

Berangkat dari tujuan khusus penelitiaa di atas maka alasan utama perlunya

dilakukan penelitian ini. Pertama, beberapa penelitian terdahulu mengenai peman-

faatan tanah ulayat (lihat penelitian Alidinar Nurdin, 2006; Afrizal, dkk, 2009;

Sukimo, 2010; Erwin, 2011) belum mampu memetakan (mapping) sengketa yang

terjadi secara spesifik pada tataran hulu meliputi konflik pada suku, kaum dan

nagari, yang mana pada masing-masing kelompok memiliki tingkat konflik yang

berbeda-beda. Untuk itu, perlunya dikaji secara mendalam persoalan-persoalan

mendasari ketiga kelompok tersebut sehingga mampu memberikan gambaran

yang jelas atas berbagai konllik yang melekat pada tanah ulayat tersebut.

Kedua, penelitian ini diharapkan mampu memberikan model pemberdayaan

tanah ulayat yang memihak pada hak ulayat sehingga diharapkan mampu mengu-

rang konflik/sengketa pada masyarakat adat pada tingkat suku, kaum dan nagari

sehingga tidak ada lagi tanah ulayat yang menjadi tanah sakti atau menganggur di

setiap nagari.

Ketiga, memberikan kesempatan pada pihak investor untuk berpartisipasi

dalam mengelola tanah ulayat dengan tidak mengabaikan hak ulayat. Salah satu

bentuk partisipasi dapat diwujudkan dengan menjadi mitra koperasi dalam bentuk

kepemilikan Sertifikan Modal Koperasi (SMK), yang mana investor tidak memi-

liki hak suara sehingga tidak memunculkan konflik horizontal antara pemilik ta-

nah ulayat sebagai anggota koperasi dengan pihak investor sebagai mitra sesuai

amanat Undang-undang Koperasi Nomor 1l tahrn 2012.

Keempat, menguji model pemberdayaan tanah ulayat berbasis koperasi per-

tanian dengan berbagai bentuk yang saling menguntungkan antara anggota kope-

rasi secara intemal yang mewakili kelompok (suku, kaum dan nagari) dan

ekstemal (investor) sehingga dapat melahirkan model pemberdayaan tanah ulayat

yang bersinergi dalam pembangunan ekonomi masyarakat adat di Sumatera Barat.
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;
Terakhir, model penelitian ini dapat dijadikan panduan bagi lembaga peneli

tian dan pengabdian pada masyarakat (LPM) atau pihak yang berkepentingan da-

lam mengembangkan program ekonomi masyarakat adat berbasis potensi nagari

yang sedang digalakan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan nasional

pada umumnya.

;
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BAB 4

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian survai dengan menggunakan kue-

sioner. Untuk mendapatkan data maka menggr.rnakan tipe kuesioner yaitu

terbuka (opened-ended question) dengan tujuan mendapatkan jawaban yang

mendalam atas sengketa tanah ulayat di sumatera Barat. Tipe kuesioner terbu-

ka digunakan unhrk mengumpulkan data awal pemetaan persoalan pada tatar_

an hulu, proses dan hilir dan pertanyaan tertutup ditujukan untuk meng_

eksplorasi faktor-faktor dominan pemicu sengketa di masing_masing level mu_

lai dari suku, kaum, nagari, investor dan dinas terkait.

B. Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini adalah pemilik tanah ulayat mulai dari kaum, suku

dan anggota Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan pemerintah Nagari khususnya

di daerah Kabupaten Padang pariaman. penentuan Kabupaten padang paria_

man sebagai daerah peneritian tanah ulayat di Sumatera Barat berdasarkan

beberapa pertimbangan yaitu (1) Rencana pembangunan Jangka Menengah

@PJM) Tingkat Nasional menetapkan Kabupaten padang pariaman sebagai

daerah yang masih tertinggal dari enam kriteria meliputi kondisi pereko_

nomian masyarakat, kondisi sosial masyarakat, ketersediaan infiastruktur,

kemampuan keuangan daerah, aksesbilitas terhadap pelayanan publik dan

kondisi geografis yaitu daerah terpencil dan rawan bencana; (2) Kabupaten

Padang Pariaman merupakan daerah yang paling luas daerah atau tanah ulayat

dibanding kabupaten lainnya di sumatera Barat berdasarkan data Biro pusat

Statistik tthun 2012; (3) persoalan atau sengketa tanah ulayat di setiap kabu-
paten di Sumatera Barat tidak berbeda; (4) berdasarkan catatan dari Lembaga

Kerapatan Adat Minangkabau menyebutkan bahwa daerah padang pariaman

sebagai daerah yang paling banyak tanah kosong atau tidak produktif di_

tinggalkan oleh masyarakatnya karena perilaku merantau (lllaim, 2013).
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Berdasarkan pertimbangan di atas maka sampei penelitian diambil dengan

mengunakan metode multistage random sampling atau sampel bertahap.

Tahap pertama" dari 17 kecamatan dipilih 20% kecamatan secara acak. Kedua"

dai 20%o kecamatan diturunkan ke nagari, kemudian dipilih 20%o nagari secara

acak. Ketiga, 20tYo nagai yang terpilih dijadi jumlah sarnpel (number of
sampling) untuk agregasi, kemudian ukuran sampel (sample size) ditentukan

berdasarkan pada nagari yang dibagi berdasarkan kaum, suku dan nagari

sebanyak 20%o per level atau grup untuk merepresentasikan keterwakilan level

atau grup yang diteliti.

C. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner dengan tipe pertanya-

an terbuka untuk mendapatkan data pimex. Data primer yait:o data yang dipe-

roleh langsung dari sumber pertama dan belum diolah oleh pihak manapun

untuk tujuan penelitian tertentu (Cooper dan Schindler, 2006). Sumber data

dari pihak pertama yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pemilik tanah

ulayat pada tataran suku, kaum dan nagari. Selanjutny4 pihak investor yang

telah pemah atau sedang mengelola tanah ulayat tersebut.

D. Teknik Analisis Data

20

Aaalisis data mengunakan analisis deskriptif dan inferensial. Analisis

deskriptif digunakan untuk memetakan konflik tanah ulayat di masing-masing

level dengan menggunakan modus dan persentase sehingga melahirkan seng-

keta di masing-masing level. Selanjutnya untuk mendesain model tanah

ulayat mengunakan analisis multigroup. Untuk mengetahui pengaruh multi-

level antar variabel, meliputi (1) agregasi pada level kaum, (2) agregasi pada

level suku, dan (3) agregasi pada level nagari.



BAB 5
HASIL DAN PEMBAIIASAN

5.1. HASIL

5.1.1. Hasil Penyebaran Kuesioner

Penyebaran kuesioner penelitian melibatkan mahasiswa sebagai pengum-

pul data atau enumerator, terutama mahasiswa yang berasal dari daerah setempat.

Pertimbangan memilih malmsiswa dari daerah setempat adalah untuk memudah-

kan mencari para nara sumber yang akan dijadikan sampel penelitian. Selain itu,

hubungan baik dan daerah asal akan sangat membantu dalam mengakses secara

langsung data sehingga dapat mengurangi ketidaknyamanan atau kecurigaan yang

berlebihan dari nara sumber terkait dengan tujuan pengumpulan data karena per-

soalan tanah ulayat terkadang sensitif untuk dibicarakan dengan pihak luar.

Kuesioner penelitian ini dirancang dengan tipe pertanyaan terbuka dengan

tujuan setiap responden dapat menuliskan secara langsung berbagai pemicu seng-

keta tanah ulayat yang pemah mereka alami atau ketahui seiama ini, terutama

sengketa pada level kaum, suku dan nagari. Pertanyaan nara sumber dapat ditulis

langsung pada kuesioner atau langsung dalam bentuk hasil rekaman wawancara

atas jawaban para responden. Berdasarkan hasil laporan tim enumerator dan tabu-

lasi data didapatkan 86 persen responden enggan untuk menuliskan jawaban lang-

sung pada kuesioner sehingga menghindari kehilangan atau kekosongan data pada

lembaran kuesioner maka enumerator langsung merekam semua pembicaraan nara

sumber sesuai dengan pertanyaan yang terhrlis di kuesioner. Semula jumlah res-

ponden direncanakan sebanyak 142 orang, n:rmun yang berhasil didapatkan se-

banyak 119 orang atau 83,80 persen. Sedangkan sisanya sebanyak 16,20 persen

belum dapat ditemui dan menolak atau menyatakan tidak memahami secara men-

dalam tentang kedudukan tanah ulayat sehingga calon responden tersebut tidak

mau dijadika.n sebagai nara sumber atau responden dalam penelitian ini. Jumlah

kuesioner yang didapatkan dinilai telah cukup untuk menggambarkan fenomena

nyata sengketa tanah ulayat di daerah observasi penelitiaa tersebut.
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5.1.2 Karakteristik Responden/Nara Sumber Penelitian

Tujuan tahap awal dalam penelitian ini adalah mengidentifrkasi pemicu

sengketa tanah ulayat pada tingkat kaum, suku dan nagari. Untuk mendapatkan

data yang relevan sesuai tujuan penelitian maka nara sumber atau responden ada-

lah orang kunci di setiap nagari yang dianggap paham mengenai kedudukan tanah

ulayat tersebut yaitu, wali nagari, anggota Kerapatan Adat Nagari (<AN), wali

korong/jorong, mamak kepala warisan, pangulu suku, tokoh masyarakat, dan anak

kemenakan di setiap suku termasuk pengusaha atau investor yang pemah meman-

faatkan tanah ulayat tercebut. Secara rinci karakteristik responden berdasarkan ke-

dudukan di masyarakat dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel5.1.2. Distribusi Frekuensi Berdasarkan Kedudukan Nara Sumber dalam
Masyarakat Setempat

No Kedudukan dalam masvarakat Frekuensi Persentase

1 Wali nagari 12 10.08 10,08

2 Kerapatan Adat Nagari (KAN) t2 10.08 20,17
3 Wali jorong/korong 20 16,81 36,97
4 Penghulu pucualJ suku l2 10.08 53,70

5 Mamak kepala warisan 8 6,72 ,I1 70

6 Anak kemenakan ll o r-1 81,51

7 Tokoh masyarakat 18,49 '71 )1

8 Pengusaha-/investor 22. 18,49 100,00

Total 119 100.0
Sumber: Data olahan, 2013

Tabel di atas menunjukkan bahwa nara sumber paling dominan adalah ka-

langan pengusaha atau investor dan tokoh masyarakat setempat. Tingginya angka

partisipasi dari pihak investor akan memberikan berbagai informasi berharga

mengenai pengalaman mereka selama memanfaatkan tanah ulayat dalam menjalan

berbagai aktivitas usahanya, seperti usaha perkebunan, prcperti, perdagangan

umum, restoran dan perbengkelan. Begitu juga dengan tokoh masyarakat seperti

pemuda" cerdik pandai dan alim ulama dinilai lebih objellif memberikan data

tentang kondisi ril pemanfaatan dan sengketa tanah ulayat yang menjadi sumber

konfl ik di daerahnya masing-masing.

Persentase
Kumulatif
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5,1.3 Deskripsi Data Penelitian

Hasilwawancarayangtelahdirekamdanditulisdaiamkuesionerditerje-

mahkan untuk mendapat modus tentang pemicu sengketa tanah ulayat pada ma-

sing-masing level. Setelah diteli apa yang sering muncul disampaikan oleh para

nara sumber dicatat kembali dan diketompokan berdasarkan atas kesamaan mak-

sud dan tujuan. Kemudian dihitung persentase sesuai dengan hasil modus yang

didapatkan atas jawaban responden. Terakhir, diurut sesuai dengan persentase ter-

tinggi sampai terendah.

Berdasarkan hasil olahan data dapat dikelompokkan sengketa tanah ulayat

pada level suku, kaum dan nagari. Oleh karena itu, deskripsi hasil analisis data

dibagi atas empat kelompok yaitu a) sengketa tataran kaum, b) sengketa tataran

suku, c) sengketa tataran nagari dan d) sengketa dengan ektemal atau investor'

a) Deskripsi data sengketa tanah ulayat pada tingkat kaum

Secara rinci dan lengkap pemicu sengketa pada tingkat kaum dapat dilihat

pada Tabel 5.1.3. persentase modus tertinggi ditempati oleh pembagian tanah

yang tidak merata antar anak dan kemenakan dengan persentase sebesar 22'45

persen. Artiny4 sering terjadi sengketa ketika tanah tersebut seharusnya digarap

oleh pihak perempuan namun masih tetap digarap oleh pihak laki-laki atau anak

mamak sehingga menimbulkan ketidakadilan dalam persektif adat Minangkabau

bahwa tanah ulayat seharusnya j atuh ke tangan pihak perempuan'

Kemudian status kepemilikan tanah ulayat setelah digadaikan pada pihak

lain menempatkan posisi modus terbesar kedua sebanyak 16,33 persen' Ini berarti

bahwa pemicu konflik yang sering muncul karena tanah ulayat kaum yang telah

digadaikan tidak ada surat menlurat atau telah lama digadaikan sehingga tidak

tahu lagi berapa nilai digadaikan sebelumnya. Disamping itu, sumber konflik

lainnya adalah satuan gadai. Kebanyakan dalam menggadai satuan yang diguna-

kan antara lain, jumlah karung padi, kelapa, dan emas atau rupiah emas sehingga

ketika sudah digadaikan oleh mamak kepala warisan sebelumnya sulit untuk dite-

bus kembali oleh anak kemenakan selanjutnya karena harga satuan gadai semakin
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tinggi sehingga tanah ulayat yang telah tergadai dibiarkan tetap dikelola oleh

pihak pengadai.

Tabel 5.1.3. Deskipsi Data Sengketa pada Tingkat Kaum

Sumber: Olahan data, 2013

Terakhir, persentase yang paling rendah adalah kemenakan yang kaya atau

mempunyai jabatan berupaya mensertifikatan tanah ulayat kaum dengan modus

sebesar 2,04 persen. Meskipun persentase paling kecil, namum bisa membawa

sengketa yang berujung konflik dan harus diselesaikan secara hukum di penga-

dilan. Meskipun secara statistik belum dapat diketahui berapa besar kasus tanah

ulayat suku yang diselesaikan secara hukum, namun gambaran jawaban responden

cukup menyakinkan bahwa sumber sengketa tanah ulayat kaum dapat ditimbulkan

oleh keinginan mensertifikatkan tanah ulayat kaum secara pribadi, padahal tanah

kaum tersebut hukum kepemilikannya secara bersama atau komunal.

b) Deskripsi data sengketa tanah ulayat pada tingkat Suku

Sengketa tanah ulayat pada tingkat suku dapat dilihat pada Tabel 5.1.5.

persentase modus tertinggi ditempati oleh batas tanah suku yang belum jelas antar

suku dan nagari sebesar 34,48 persen. Sumber sengketa ini dipicu oleh kebiasaan

orang tua atau penghulu suku sebelumnya dalam memberikan batas tanah suku

dengan tanda-tanda alam seperti pohon besar, lurah atau jurang, batu besar dan

No Deskripsi hasil Persentase
1 Pembagian tanah kaum tidak adil antar kemenakan )) t\
2 Status kepemilikan setelah digadaikan pada pihak lain 16.33
3 Pemanfaat tanah belum mampu meningkatkan kesejahteraan kaum 12,24
4 Batas tanah yang tidakjelas atau berubah-ubah setiap saat 10,20
5 Tanah kaum belum mampu mengentas kemiskinan kemenakan 10.20
6 Tidak satu kata antara anak-kemenakan di kampung dengan anak-

kemenakan yang di rantau 8,16

7 Kurangnya pemahaman anak kemenakan tentang tanah kaum 8.16
8 Adanya tanah kaum yang telah disertifikasi tanpa persetujuan semua

anggota kaum 6,12

9 Tanah suku dikelola oleh pihak tertentu terus menerus, padahal ada
qqggota lain yang juga mempunyai hak yang sama

4,08

10 Kemenakan yang kaya atau berjabatan mensertifikatkan tanah kaum
dengan alasan teiah menebus gadai atau pagangnya 2,04

Total 100



Tabel 5.1.5. Deskripsi Data Sengketa pada Tingkat Suku

Sumber: Olahan data, 2013

Persentase terendah adalah tanah ulayat suku dibiarkan telantar dengan

modus sebesar 17,24 persen. Pemicu sengketa pada tanah ulayat suku ini umum-

nya berasal dari adanya kaum yang malakok (bergabung) dengan suku temebut

seperti yang terjadi di satu nagari observasi, sebelumnya tanah ulayat tersebut

masih rimba atau belum digarap, namun ketika ada suku lain yang datang dari luar

daerah ikut manaruko (membuka lahan baru) dan telah menempati tanah tersebut

beberapa keturunan sering digugat penduduk setempat setelah adanya peratuan

daerah mengenai kembali ka nagari yang diterbitkan pemerintah Sumatera Barat.

c) Deskripsi data sengketa tanah ulayat pada tingkat Nagari

Sengketa tanah nagari berbeda dengan tanah ulayat suku dan kaum karena

tanah ulayat nagari dikelola oleh nagari seizin atau sepengetahuan lembaga Kera-

patan Adat Nagari (I(AN) sehingga sengketa lebih bersifat kelembagaan dari pada

pihak luar, seperti hasil deskripsi data menunjukkan sumber sengketa tanah nagari

karena disewakan sepihak oleh nagari tanpa persetujuan KAN sebesar 38,10

persen. Sengketa seperti ini umumnya terjadi hampir di setiap nagari karena ada

perbedaan pandangan antara pemerintah nagari dengan lembaga KAN. Meskipun.

kelihatnya tidak ada sengketa seperti "apl dalctm seknm" namun setelah digali le-

bih dalam menunjukkan bahwa tanah ulayat nagari lebih sulit diurus dibandingkan

tanah ulayat kaum atau suku karena status kepemilikan sering berbenturan dengan

No Deskripsi hasil
I Batas tanah suku belum jelas 34,48

2 Tanah ulayat suku digunakan untuk nagari secara sepihak ,, <o

Perunhrkan tanah ulayat suku belun adil 20,69

Tanah utayat kaum dibiarkan telantar daripada menjadi sumber

sengketa atau konflik dalam suku
1'7 ,24

Total r00

25

sebagainya. Kondisi ini tentu tidak permanen tergantung perubahan yang terjadi

secara alami seperti pohon besar sudah tumbang sehingga sulit membultikan

batas tanah tersebut oleh generasi berikutnya karena mereka hanya mendapatkan

cerita dari leluhur secara twun temurun.

Persentase
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berbagai aturan pertanahan nasional atau kebijakan pemerintah lainnya seperti

kawasan hutan lindung. Kondisi seperti ini sangat banyak ditemukan di nagari

yang memilik kawasan hutan lindung.

Tabel 5.1.6. Deskripsi Data Sengketa pada Tingkat Nagari

Kemudian yang terendah pemicu sengketa tanah ulayat di Nagari adalah

pengembalian tanah ulayat setelah habis Hak Guna Usaha (HGU), hal ini sering

memunculkan perdebatan antara nagari dengan pemerintah atau dengan pihak

pemakai sebelumnya. Meskipun di nagari observasi sengketa seperti ini tidak

banyak atau kasus tertentu namun tetap menjadi perhatian peneiiti untuk dapat

menggali lebih dalam mengapa HGU menjadi sumber perdebatan dan bagaimana

aturan pemerintah secara umum menjelaskan kasus ini.

c) Deskripsi data sengketa tanah ulayat dengan investor

Berdasarkan hasil olah data tanah ulayat ditinjau dari perspektif pemakai

atau pengalaman pengusaha selama ini memanfaatkan tanah ulayat khususnya

pengusaha lokal yang ada daerah tersebut. Hasil deskripsi data menunjukkan

bahwa status kepemilikan tanah ulayat belum jelas sebesar 31, 82 persen. Artinya,

investor mengeluh karena saling klaim antar satu suku bahwa tanah yang ditem-

pati merupakan milik suku mereka terutama setelah diolah oleh pengusaha.

Selanjutnya, birokrasi berbelit-belit sehingga menimbulkan biaya yang

tinggi ketika investor memanfaatkan tanah ulayat untuk berusaha. Pemyataan ini

menempatkan urutan kedua pemicu sengketa, yakni sebesar 27 ,27 petsen. Ini ar-

tiny4 investor mengeluh ketika memakai atau memanfaatkan tanah ulayat untuk

usaha karena banyak pihak tetentu yang harus diyakinkan atau ditemui terlebih

Deskripsi hasil Persentase
I Tanah ulayat nagari disewakan sepihak oleh pemerintah nagari ke

pihak lain tanpa mendapatkan persetujuan Kerapatan Adat Nagari.
3 8,10

2 Tanah ulayat nagari sering berbenturan setelah keluarannya aturan
nagari meniadi desa dan kembali menjadi nagari

28,57

3 Tanah ulayat ragari digunakan sebagai fasililas umum 23.81

4 Pengembalian tanah ulayat setelah habis Hak Guna Usaha (HGU)
tidak ielas atau menjadi sumber sengketa

o 5,

Total

26

Sumber: Olahan data, 2013

No
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dahulu sehingga memakan wallu yang cukup lama atau berlarut-larut. Konse-

kuensinya, investor harus mengeluarkan biaya melebihi yang diperkirakan sebe-

lumnya atau mengeluarkan biaya tidak terduga seperti uang mamak, keamanan,

anak nagari dan sebagainya sesuai istilah digunakan oleh masyarakat setempat.

Tabel 5.1.7. Deskripsi Data Sengkata pada pihak ekternal atau investor

Sumber: Olahan data, 2013

Pembagian hasil ketika tanah ulayat dimanfaat dengan pendekatan swa-

kelola menempatkan urutan pemicu sengketa dengan persentase 22,73. Hal ini

dapat terjadi karena perjanjian swakelola antar investor dengan pemilik tanah

ulayat yang tidak belum kuat, terkadang ada pihak tertentu yang merasa berhak

dengan pembagian hasil swakelola tersebut. Terakhir, batas tanah kurang jelas

antar suku dan kaum juga menjadi pemicu sengketa meskipun persentasenya

paling rendah yaitu 4,55 persen.

5.2 PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil deskripsi data di atas maka pembahasan dikelompokkan

pada empat bagian, yaitu 1) sengketa tanah ulayat pada tataran kaum; 2) sengketa

tanah ulayat pada tataran suku; 3) sengketa tanah ulayat pada tataran nagari, dan;

4) sengketa tanah ulayat tataran hubungan dengan pihak ekstemal atau investor.

5.2.1 Sengketa tanah ulayat pada tataran kaum (sub-clan)

Tanah ulayat kaum merupakan tanah yang dimiliki secara bersama atau

komunal atau menurut hukum adat oleh suatu katm (sub-clan) untuk kelang-

smgan hidup, pertaniaa, dan tempat berusaha diluar sektor pertanian. Pengaturan

dan pengurusan tanah ulayat kaum diserahkan kepada mamak kepala waris ata.u

mamak kaum, biasa laki-laki terhra dalam kaum (Warman, 2010:46). Berdasarkan

No Deskripsi hasil
I Status kepemilikan tanah ulayat yang belum jelas 31.82

Btokasi berbelit-belit dan berbiaya tinggi saat memakai tanah ulayat 27,27

Pembagian hasil ketika tanah ulayat saal swakelola
4 Kenyamanan dan ketidaknyaman dalam menggunakan tanah ulayat 13,64

5 Batas tanah kurang ielas antar suku atau kaum 4,55

Total 100
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hasil penelitian sengketa tanah ulayat pada tataran kaum (sub-clan) dapat dike-

lompokan pada tiga bagian utama yaitu masalah peruntukan tanah ulayat kaum'

pemanfaatan tanah ulayat kaum, dan kedudukan/legalitas tanah uiayat kaum' Per-

tarna, peruntukan tanah ulayat kaum sering memicu sengketa karena adanya peni-

laian dari kemenakan yang merasa tidak adil. Padahal dalam adat telah diatur se-

demikian rupa, bahwa tanah ulayat kaum tidak boleh dibagi-bagikan menjadi hak

pribadi, melainkan memilik bersama dan pengerjaannya sesuai dengan aturan

mamak kaum.

Pembagian itu namanya gqnggam bauntuak (genggam beruntuk) artinya

pembagian bukan untuk kepemilikan pribadi, melainkan tetap milik bersama' Me-

nurut adat, mamak kaum wajib menjaga keselamatan segala harta pusaka, dan

membagi harta pusaka itu kepada segala kemenakan dengan peraturan yang adil

menurut timbangan mamak (Ibrahim, 2012:222). Artinya, mamak dapat saja

setiap tahun mengilirkan pemakaian tanah ulayat kaum dengan pertimbangan

banyak anak kemenakan yang akan memakarmya dalam sat:u jurai atau paruik

(perut). Dengan kata lain, bahwa menimbang pembagian sesuai dengan alur dan

patut. Artinya, patut banyak dibanyakkan, patut sedikit disedikitkan menurut jalan

kebenaran dan keadilan, supaya anak kemenakan jangan sampai berselisih untuk

memperebutkan harta pusaka kaum (Ibrahim, 2012:224). Oleh karena itu, peran

mamak dalam memperuntukan tanah kaum sangat penting dalam menjaga kehar-

monisan anak kemenakan. Hal ini tentu jangan sampai ada kemenakan menye-

butkan berhak dan membutuhkan tapi tidak kebagian tanah ulayat tersebut'

Kedua, pemanfaatan tanah ulayat kaum dinilai belum mampu mengangkat

kesejahteraan anggota kaum. Tanah ini umurnnya diolah untuk pertanian sub-

sitensi dengan tanaman utama padi baik di sawah dengan irigasi yang sederhana

maupun dengan sistem perladangan (Manan, 1995:34). Hingga sekarang padi

masih menjadi komoditas unggulan daerah Padang Pariaman berdasarkan hasil

penelitian Komoditas Produk/jasa Unggulan Sumatera Barat tahun 201 1, padahal

jumlah anggota keluarga terus bertambah dan tanah kaum terus berkurang karena

di bangun tempat tinggal. Sebaliknya, ada tanah kaum yang masih luas, namun

kemenakan sebagiar besar merantau sehingga tanah tersebut tellantal atau diker-
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jakan oleh pihak lain. Persoalan yang sering muncul ketika ada yang di rantau

pulang dan menetap di kampung, ingin mengarap tanah tersebut sering terjadi

sengketa karena yang memakai sudah merasa hak miliknya karena sudah berta-

hun-tahun mengelola, padahal dulunya dipinjamkan oleh mamak kepala waris dari

pada terlantar bukan digadaikan.

Ketiga, masalah legalisasi tanah ulayat kaum. Secara adat tanah uiayat kaum

tidak boleh dibagi-bagikan secara pribadi karena kepemilikan bersama. Namun,

hasil penelitian menunjukkan ada tanah ulayat kaum disertifikatkan kemenakan

karena mempunyai uang atau jabatan. Hal ini menjadi sumber sengketa yang juga

sering muncul. Oleh karena itu, dalam adat tanah kaum boleh digadaikan atau

dijual dalam empat perkara yaitt,l) mayiak tabujua (mayat terbujur), apabila ma-

yat tidak terkubur menjadi aib dan malu besar kepada segenap keluarganya, kare-

na itu wajib kaum untuk mencarikan akal bagaimana supaya terkubur patut menu-

rut adat, 2) gadih gadang indak balaki (gadis besar tidak bersuami) boleh menga-

dai atau menjual tanah kaum karena daripada menanggung malu anggota kaum, 3)

rumah gadang katirisan atau memperbaiki rumah gadang yang sudah rusak, dan

4) mambangkik batang tarandam, untuk mengangkat panghulu kaum yang baru.

Dengan demikian tanah kaum tidak dapat disertifikatkan secara pribadi karena

bentuk kepemilikannya. Bila dikaitkan dengan praktik kegiatan pendaftaran tanah

di Sumatera Barat, status tanah kaum tidak terakomodasi atau tidak disebut seja-

rah lahimya (asal hak) sertifikat hak milik sehingga tanah kaum tidak masuk ob-

jek pendaftaran tanah atau dikonversi sebagai tanah adat (Warman, 2010:47).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sengketa tanah ulayat pada ta-

taran kaum dapat muncul karena peran mamak waris dalam memperuntukkan ta-

nah ulayat kaum belum adil menurut alur dan patut dalam adat, pemanfaatan tanah

ulayat belum mampu meningkatkan kesejahteraan kaum karena sebatas subsis-

tensi sehingga lahan yang subur baru ditanami padi dengan pola irigasi sederhana

dan belum pada komoditas unggul yang bemilai tambah tinggi secara ekonomi.

Terakhir, tanah ulayat kaum boleh dijual atau digadaikan dalam empat perkara,

apabila diluar empat perkara tersebut melanggar ketentuan adat sehingga dapat

menyebabkan sengketa dalam kaum.
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5.2.2 Sengketa tauah ulayat pada tataran suku (c/az)

Tanah ulayat suku dikuasai oleh panghulu suku sesuai keselarasannya, se-

hingga memahami sengketa tanah ulayat suku didasarkan pada keselarasan dan

nilai-nilai yang diaaut oleh suku tersebut. Sejalan dengan hasil penelitian menun-

jukan bahwa sengketa tanah ulayat suku memang tidak sebanyak tanah ulayat

kaum karena tidak semua nagari memiliki tanah ulayat suku tersebut. Sengketa

tanah ulayat suku yang sering muncul berkaitan dengan kejelasan batas tanah suku

dengan suku lainny4 pengunaan tanah ulayat secara sepihak oleh nagari, perun-

tukan belum jelas untuk masing-masing kaum, dan tanah ulayat yang terlantar

karena bersengketa dalam kaum.

Menurut Navis (1984:129) bahwa keberadaan tanah ulayat suku tergantung

pada keselerasar dan nilai-nilai yang dianut di nagari, meliputi keselarasan koto

pitiang, bodi caniago, dan campuran. Keselarasan koto piliang pengambilan

keputusan otokrasi melalui pucuak adat sehingga kedudukan tanah ulayat suku

mungkin agak lemah karena telah berbagi kedalam tanah ulayat kaum dan nagari.

Sedangkan pada keselarasan bodi caniago, sistem pengambil keputusan berasas

demokrasi sehingga tidak mengenal panghulu pucuk, setiap panghulu s*t Qtang-

hulu andiko) mempunyai kedudukan dan posisi yang s na sehingga tanah ulayal

suku keberadaanya lebih kuat dibanding tanah ulayat nagari karena tanah ulayat

nagari terdistribusi dan dikuasai oleh suku-suku. Terakhir, keselarasan campurort

juga menerapkan sistem tersendiri, dimana posisi tanah ulayat suku semakin kuat,

namun adakalalya tanah ulayat suku lemah karena ada nagari yang tidak punya

tanah ulayat suku atau telah terbagi ke dalam tanah ulayat kaum dan nagari.

Dengan demikian sengketa tanah ulayat suku lebih rendah dibandingkan

ulayat kaum tergantung pada keselarasan dan nilai-nilai yang diyakini masyara-

katnya. Beberapa daerah observasi ditemukan bahwa tanah ulayat suku yang ber-

sengketa dapat diselesaikan pada tataran panghulu suku karena merasa malu ke-

tika harus diselasaikan melalui pengadilan. Disamping itu, kasus tanah ulayat

dalam suku ketika muncul kepermukaan juga menjadi aib atau malu bagi suku

sehingga penyelesaian lebih banyak menurut hukum adat yang berlaku di nagari.
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Syahmunir (2004:45) bahwa bagi orang Minangkabau tanah merupakan fak-

tor pengikat yang penting dalam kelangsung hidup sukunya, sebab alaran adat

mengatakan bahwa bangso jan sampai pupuih (batgsa jangan sampai pupus),

amanah jan sampai hilang (amanah jangan sampai hilang), suku jan sampai

baranjak (suku jangan sampai baralih) hak jan sampai habih Qtak jaryan sampai

habis). Dengan dasar ini, sengketa tanah ulayat pada tataran suku dapat di atas ke-

tika ada anak-kemenakan yang ingin meqlual atau mengadaikan maka harus dapat

memahami tanah ulayat suku sebagai identitas keberadaan suku di nagari.

5.2.3 Sengketa tanah ulayat pada tataran nagari

Sengketa tanah ulayat nagari berbeda dengan tanah ulayat kaum dan suku

karena tanah ulayat nagari dikelola oleh nagari bersama dengan lembaga Kera-

patan Adat Nagari (KAN) sehingga sengketa lebih bersifat kelembagaa.n. Sengke-

ta tanah ulayat nagari paling banyak berkaitan dengan masalah Hak Guna Usaha

([IGU) karena selama ini tanah yang telah diserahkan ke negara dalam bentuk

HGU tidak lagi dapat dimiliki oleh nagari, padahal tanah yang mempunyai HGU

setelah habis m.rsanya akan kembali ke nagari sesuai dengan status kepemilikan-

nya ulayatnya bila masih adat masyarakat setempat.

Persoalan yang sering muncul dengan menerbitkan HGU masyarakat adat

merasa kehilangan hak atas tanah ulayat tersebut karena masalah jangka waktu

yang panjang dan pengembalian ke nagari yang terkadang memunculkan sengketa

baru di nagari. Panuh (2012:116-117) menyatakan penjelasan [ruPA tentang

"kepentingan nasional dan negara" tidak memberikan penjelasan yang termuat

dalam Penjelasan Umum IV3 sehingga tidak jelas batasan-batasan penggunaan

tanah ulayat sehingga terkesan aturan hak ulayat yang dibuat pemerintah mendua

(amigous) yaitu disatu sisi mengakui keberadaan tanah ulayat yang termuat pada

pasal 3 UUPA, disisi lain mengingkari hak ulayat sebagaimana termuat dalam

Penjelasan Umum Nomor II/3 UUPA.

Dengen demikian persoalan tanah ulayat nagari lebih banyak berkaitan

dengan aturan hukum pertanahan nasional ketika digunakan dalam bentuk HGU

oleh pemerintah. Selain itu, sengketa pengelolaan dalam nagari, tanah ulayat di
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nilai masih dapat diselesai dalam lembaga Kerapatan Adat Nagari sebagai pemilik

tanah ulayat nagari. Berbeda halnya ketika bersenhrhan dengan pihak luar maka

akan memunculkan berbagai sengketa ba}kan dapat menjadi sumber konflik di

nagari tersebut. Oleh karena itu, perlakukan sengketa tanah ulayat nagari dengan

pihak ekstemal dan intemal harus berbeda karena tingkat kepentingannya juga

berbeda sebagaimana yang diutarakan para anggota Kerapatan Adat Nagari.

Selanjutny4 ketidakjelasan batas tanah ulayat dari masyarakat hukum adat

ini sampai sekarang karena belum ada penguk-uran, pemetaan dan pendaftaran se-

cara pasti sehingga sampai sekarang masih berpegang teguh pada ajaran adat

dalam pepatah dikatakan "...sowah lah sudah jo lantaknyo, ladanglah sudah jo
ranjinyo, kalau di so.t)ah batanam batu, tibo di ladang lah bapuding. Kalau di

rimbo baajiluang, babukik diagiah bakarantau, padang dibari baligundi. Kateh

taambun jantan, kobawah takasiak bulan, ninik mamak punyo ulayat... (Syah-

munir, 2004). Dengan demikian jelas bahwa batas tanah ulayat di Sumatera Barat

menurut ajararurya belum terukw karena sawalr dibatasi dengan batu (lantak),

ladang dengan tumbuh puding @udiang) dan ninik mamak sebagai pemilik tanah

ulayat nagari, ketika batas tanah ini hilang karena beberapa hal seperti kejadian

alam maka dapat menjadi sumber pemicu sengketa tanah adat di dalam nagari.

Oleh karena itu, pengukuran dan pemetaan tanah ulayat secara legalitas sudah

saatnya dibutuhkan oleh setiap masyarakat adat baik pada kaum, suku dan nagari.

5.2.4 Sengketa tanah ulayat pada tataran pihak eksternal atau investor

Sengketa tanah ulayat pada pihak pemakai atau investor umumnya disebab-

kan status kepemilikan tanah ulayat secara komunal oleh masyarakat adat terka-

dang membuat para investor terkendala dalam manfaatkan tanah ulayat tersebut,

seperti birokrasi pengurusan lahan rumit dan berbelitbelit pada tataran kaum,

suku dan nagari. Hasil penelitian Erwin (2011) menyebutkan bahwa ketidakpas-

tian investasi di tanah ulayat sangat tinggi sekali sehingga membuat para investor

cemas dalam berinvestasi.

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat (perda) No. 6 Tahun

2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya pasal 9 menyebutkan bahwa pe-
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manfaatan tanah ulayat untuk kepentingan badan hukum dan atau perorangan

dapat dilakukan berdasarkan surat perjanjian pengusahaan dan pengelolaan tanah

ulayat antara pemilik7pemegang/penguasa tanah ulayat atas kesepakatan masya-

rakat adat, dengan badan hukum dan atau perorangan dalam jangka waktu tertentu

dalam bentuk penyertaan modal, bagi hasil dan atau bentuk lain yang disepakati.

Sedang aturan teknis diatur dalarn peraturan gubenur Sumatera Barat. Dengan

adanya aturan ini telah memberikan ruang yang terbuka bagi para investor untuk

berinvestasi di tanah ulayat secara aman kmena sudah ada palung hukum yang

kuat untuk mengurangi ketidakpastian investasi di tanah ulayat yaitu Peraturan

Daerah No. 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya.
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BAB 6

RENCANA TAHAP BERIKUTNYA

Berdasmkan hasil peneiitian yang telah dilakukan pada tahap awal telah

berhasii mengidentifikasi sengketa tanah ulayat pada tataran kaum, suku, dan

nagari. Termasuk dengan pihak investor sebagai salah satu pemanfaat tanah

ulayat. Maka selanjutnya membuat model pemberdayan tanah ulayat berbasis

koperasi pertanian sesuai dengan rencana awal penelitian yang telah diraacang

- dalam kerangka pemikiran sebagai berikut:
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BAB 7

KESIMPT'LAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan di atas dapat diambil beberapa kesimpulan

mengenai sengketa tanah ulayat pada tataran kaum, suku, nagari dan investor

sebagai berikut:

1. Sengketa tanah ulayat pada tataran kaum berkaitan dengan 1) peruntukan tanah

ulayat kaum oleh mamak waris pada kemenakan, 2) Pemanfaatan tanah ulayat

kaum oleh kemenakan atau tergadai pada pihak luar dan, 3) masalah legalitas

tahan ulayat dalam kaum.

2. Sengketa tanah ulayat pada latar:an suku berkaitan erat dengan keselarasan dar,

nilainilai yang diyakini masyarakatnya adat selempat sehingga persoalan tanah

ulayat suku tidak sebanyak tanah ulayat kaum seperti, beberapa daerah peneli-

tian tidak ditemukan tanah ulayat suku karena telah terdistribusi ke kaum ma-

sing-masing sesuai dengan sistem ulayat treselarasan bodi caniago.

3. Sengketa tanah ulayat nagari lebih banyak pada perbedaan pandangan dalam

pemanfaatan tanah ulayat oleh pemerintah nagari dengan kerapatan adat nagari

(KAN) sebagai pengrursa tanah ulayat atau hubungan kelembagaan. Selain itu,

berkaitan dengan atumn hukum pertanahan nasional ketika digunakan dalam

bentuk HGU yang diterbitkan pemerinkh untuk kepentingan pembangunan

nasional dan negara.

4. Sengketa tanah ulayat antara masyarakat adat dengan investor sudah dapat

diselasaikan secara hukum karena sudah ada aturan hukum yang jelas yaitu

Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2008 tentang tanah ulayat dan pemanfaatannya'

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dapat disarankan bahwa sengketa tanah ulayat

secara nyata tidak nampak kepermukaan karena tingginya rasa malu ketika ada

sengketa tanah ulayat pada kaum, suku dan nagari. Untuk itu, ketika ada sengketa

tanah ulayat dalam pemanfaatanya maka diselesaikan sesuai dengan tatarannya

atan bajanj ang naik batanggo turun, artinya mengikuti prosedur yang telah dibuat

masyarakat adat, karena tidak ada persoalan yang tidak akan selesai kalau dibi-

carakan sesuai alur dan patut yang telah diyakini dalam masyarakat adat.
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Kepada Yth. Responden/l{ara sumber

Kuesioner penelitian ini digunakao untuk mengetahui berbagai persoalan pengelolaan tanah ulayat
di Sumatera Barat yang sering menjadi topik diskusi di perguruan tinggi maupun tingkat daerah dan
nasional. Unhrk itu, penelitian ini meninjau secara akademis persoalan yang menarik dikaji se-

hingga dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan berbasis kearifan lokal Sumatera Barat. Atas
bantuan dan ke{asama Bapak sebagai nara sumber kami mengucapkan terima kasih.

Nama Responden Nara Sumber

Umur

Nagari/Korong

Jabatan/Status sosial di Nagari

Nomor Telp/ Handphone

Salah satu kekayaan masyarakat adat Sumatera Barat adalah Tanah Ulayat yang harus tetap
dijaga keberadaannya. Namun, fenomena yang sering dijumpai, banyak tanah ulayat yang punya
potensi besar tidak terkelola dengan maksimal atau dibiarkan telantar, seperti tanah ulayat suku,
kaum dan nagari. Menurut Bapak/Ibu apa persoalan atau sengketa yang sering te{adi ketika
BERIIIVESTASI di tanah ulayat.

A) PERSOALAN ATAU SENGKETA TANAH ULAYAT KAUM

: ( _ tahun)

KIJESIONER PENELITIAN
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B) PERSOALAN ATAU SENGKETA TANAH ULAYAT SUKU
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C) PERSOALAN ATAU SENGKETA TANAH ULAYAT NAGARI

Terima knsih atas banttran dan kerjasama yang

40



KUESIONER PENELITIAN

K,^esioner penelitian ini digunakan.T* 
T"1t9,*.ui berbagai persoalan pengerolaan tanah ulayatdi Sumatera Barat yang sering menjadi topik di-skusi di pergr"iiian tinggi ma.,pio trogtui a*rur, a-nasional- untuk itu, penelitian ini meninjau secu." ukud""mis persoalan yang menank dikaji se-hingga dapat memperkava khasanah ilmu iengetahr"" uJ^i, i.Jr",i"i"i^3r.","* eil ar^bantuan dan kerjasama Bapak sebagai nara suirber kami -"ngu*ptu, terima kasih.

Kepada Yth. Responden,t,lara sumber

Nama Responden /Nara Sumber:

Umur

NagariA(orong

Jabatan./Status sosial di Nagari

Nomor Telp/ Handphone

: ( _ tahun)

s,lld :"T kekayaan masyarakat adat Sumatera Barat adalah ranah rlayat yang harus tetapdijaga keberadaannya. Namun, fenomena yang semg ai;rmpai, U-vuf, t".lfr ri.vu-, fi;;;;r"potensi besar tidak terkelola dcngan mai<siriat utulu auurtu, telantar, seperti t"i"rr'ril"yr,
suku,_kaum dan nagari. Menurut Bapak apa persoalan atau sengketa yurg r..lng iffii aAu,,pengelolaan tanah ulayat ini.

A) PERSOALANATAU SENGKETA TANAH ULAYAT KAUM

,+1



B) PERSOALAN ATAU SENGKETA TANAH ULAYAT ST]KU

42



C) PERSOAIAN ATAU SENGKETA TANAH ULAYAT NAGARI

--Terima kasih atas bantuan dan kerjasama yang bdik________--______

tJ



DATA LENGI(AP RESPONI}EN PENELITIAN

I MARDIUS ISKANDAR 30 TAHI ]N KATAPIANG Anak Kemenakan
2 MARYULIS 29 TAHUN TAPAKIS Anak Kemenakan
3 IIENDRI SAPUTRA 35 TAHUN SEI. GIMBA GANTING Anali Kemenakan
4 DESRIATI 45 TAHLN PAUH KAMBAR Anak Kemenakan
5 ATMAZON 27 TAHT]N STINGAI BULUH Anak Kemenakan

ANTO 3I TAHUN KASANG Anak Kemenakan
7 JONIAMRIL
8 REZA PAHLEVI 28 TAHLTN LUBUKALUNG anak Kemenakan
9 YOSE RIZAI, I9 TAHTIN SINTUAK Anak Kemenakan
l0 MEGA SARI 25 TAHUN PASIE LAWEH Anak Kemenakan
ll LANDI EFENDI 32 TAHUN LUBUK ALUNG
12 ERWIN DT.MUDO 34 TAHUN PASIE LAWEH Ketua KAN
13 BURHANUDIN 59 TAHLN ULAKAN Ketua KAN
14 WIRMAN DT. SARIAN 42 TAHIIN PASIE LAWEH Ketua KAN
15 SAMSUAR DT. TALANAI ,16 TAHUN PASIE LAWEH
l6 DT. NAZR 54 TAHLTN PAUH KAMBAR Ketua IiAN
17 DT. SUTANPALINDIAH 53 TAHUN PASIE LAWEH Ketua KAN

DT, SUTANMALELO 52 TAHT]N SINTIJAK Ketua KAN
19 ZULKIFLI DT. LEMBANG
20 VASRI DT. BASA 54 TAHUN KASANG Ketua KAN
2l
22 DT. RAJO MUDO 58 TAHL]}I KATAPIANG

UMARRIKIBATUAH 7I TAHUN TAPAKIS Ketua I(AN
RAMLI DT. SAMPANG 7I TAHLTN ST]NGAI BULUH Penghulu Kaum

25 DT. SUTANPARUHUMAN 64 TAHLN BUAYAN u KaumPen
t6 DT. RAJO BANGSO 54 TAHUN SINTUAK Penghulu Kaum
27 B. RLY RAJO SAMPONO 61 TAHUN KATAPIANG Penghulu Kaum
28 ASIRRIKITAMBASA 58 TAHLTN TAPAK]S Penghulu Kaum
29 BACHTIAR SULTAN 63 TAHUN SIKABU Penghulu Kaum
30 DT. RAJOMALAM 54 TAHL]N LUBUKALUNG Penghulu Kaum
31 DT. SUTANRAJOLELO 66 TAHLIN PAUHKAMBAR
32 AA.DT.RKYBATUAH 50 TAHUN AIE TAJUN Pen ulu Suku
JJ AGUSMAN/DT.JAMBADUA 44 TAHT]N ULAKAN Penghulu suku
i+ DT. SUTANMARAJO 64 TAHUN PAUH KAMBAR Penghulu Suku

ISPENDI DT. RAJO BASA 40 TAHUN KASANG Penghulu Suku
36 DT. RAJO MANIK 59 TAHT]N BUAYAN Penghulu Suku
37 S. DT. MANINJAU 67 TAHUN LUBUK ALLTNG Penghulu Suku
J6 ZULBADRI 44 TAHUN SIKABU Penghulu suku
39 YURSAL 55 TAHLIN SINTUAK Penghulu suku
40 AFRZAL DT. RAJO LABIAH 63 TAHUN KATAPIANG Penghulu suku
4l DT. GUCI 43 TAHI iN TAPAKIS Penghulu suku
42 JASRI DT.BASA 54 TAHLIN KASANG Pen ulu suku
13 ANWAR DT. RAJO KLTNIANG 44 TAHUN SUNGAI BULUH Pen ulu Suku
14 DESI 28 TAHTJN LUBUK BUAYA
45 ARI JACKSON
46 HERMANSYAH 36 TAHI.IN PALAPA Pengusaha
47 DARMANSYAH 34 TAHUN KASANG Pengusaha

44

lNo NAIIIA JABATAN
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:zrernxlsueyaN rc

lan* x.r*n.ot-

lK.ruu KAN

18

s r TAHUNISLTNGA| BULUH ]K"tu, KAN

SUI{ARMAN DT, PADO BASA 60 TAHUNILUBUK ALUNC TK.tu" KAN

lKetua KAN

lPenghulu KaLrm

35

lPengusaha
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48 EMIL 36 TAHTIN LUBUKBUAYA
ANDI OKTOVA 3I TAHUN KASANG Pengusaha

50 AGIIMAN 43 TAHUN KASANG
51 DARMAwI Pen saha
52 CIPTA SUKMA 43 TAHLTN KASANG Pengusaha
53 PASAR USANG Pengusaha

ARMEN LUBUKBUAYA Pengusaha

3l
29 TAHLIN
31r JL..KI.{ATIB SUTAIMAN Pengusaha

56 PONI S 38 TAHUN BY PASS. Ppngusaha
ANTEI:, WIJAYAD :. 4r raguN KAS.A.LIG Pengusaha

NLTRSAL 5l TAHLI}I Pengusatra
ARIF I .35 TAHTIN Pengusaha
FIRDAUS Pengusaha
MUSLIADI 54 TAHUN KOTQTANGAH Pengusaha
ANTONI Pengusaha
BASzu 37 TAHTIN PALAPA . Pengusaha
RAHMATRACHIM 34 TAHTIN PASAR IJSANG Pengusaha
SAMST]L BAHFII 47 TAHLIN PASAT{.USANG Pengusaha

66 SYAFRIANTO 39 TAHUN SUNGAIBULI]H Tokoh Masyarakat
67 DODIIIERMANTO 29 TAHT]N ULAKAN Tokoh Masyarakat

Tokoh Masyarakat
69 M, NASIR 43 TAHUN SUNGAIBULUH Tokoh Masyarakat

INDRA HANAFI 43 TAHIIN KASANG Tokoh Masyarakat
Arman 51TAHT]N KATAPJANG Tokoh Masyarakat
MP. TAMPUBOLON 59 TAHUN AIE TAJLTN To\oh Masyarakat
ABU ZAMAR 50 TAHL]N AIE TAJL]N Tokoh Masyarakat
KAYIAR 68 TAFILIN SIKABU Tokoh Masyarakat
CIIAIDIR 71 TAHT]N SIKABU Tokoh Masyarakat

76 TK. MUKLIS 52 TAHLTN SEI. GIMBA GANTING Tokoh Masyarakat
IRSYAD 48 TAHI IN PAUHKAMBAR Tokoh Masvarakat
INDRA MARDIOS 6I TAHI]N BUAYAN Tokoh Masyarakat

DT.SBARA RAJ 55 TAHLIN BUAYAN Tokoh Masyarakat
80 LEBONG 44 TAHT]N PASIE LAWEH Tokoh Masvarakat

M. NAIRIL ZEN 58 TAHUN LUBUKALUNG Tokoh Masyarakat
M. TAHER 74 TAHUN SINTUAK Tokoh Masyarakat

83 SAMSUL BAHRI HN DT.KAYO 6I TAHLIN SINTUAK Tokoh Masvarakat
YI,'NII I{ELMI SH Tokoh Masyarakat
JAMRIS ONDOM 40 TAHUN TAPAKIS Tokoh Masvarakat

43 TAHLN TAPAKIS Tokoh Masyarakat
87 BUSRI LELO DT.NAN PUTIAH 65 TAHIIN KASANG MasyarakatTokoh

ANASRUL 43 TAHLTN SLTNGAI BI]I-I IH Wali Korong
ERI GLINUNG 35 TAHUN SUNGAI BULUH Wali Korong
BASMINEDI 4I TAHLIN KASANG Wali Korong
KAMILIS 38 TAHLTN KASANG

92 NASRIL ,I8 TAHLIN A]E TAJUN Wali
93 ALI UMAR 62 TAHL]N ULAKAN Wali Korong
94 YT]NISAL 42 TAHIIN BUAYAN Wali K
95 SAMSUBAHRI 43 TAHTIN BUAYAN Wali Korong
96 SAMSUAR 33 TAHUN PASIE LAWEH Wali korong

45
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AMRI JON] 41 TAHIIN PASIE LAWEH Wali Korong
98 AMRZAI 35 TAHTIN LUBUK ALLTNG Wali Korong
99 RONI 36 TAHUN LUBUK ALTiNG Wali Korong
100 }IASAN BASRI 60 TAHUN SINTUAK Wali Korong

SYAMSIR 49 TAHI,]N SINTUAK Wali Korong

ABU ZAMARI '13 TAHLTN TAPAKIS Wali Korong
AMRIL Wali Korong

104 BAZART]DIN 48 TAHTIN PAUH KAMBAR Wali Korong
r05 SAID EFENDI AL ANSARY 40 TAHUN KATAPIANG Wali Korong
106 Z]LBADAR IBNII Wali Korong

WIRATASMAN 53 TAHUN PAUHKAMBAR Wali Korong
108 AI'DAL GAZI 28 TAHUN PASIE LAWEH Wali Nagari
109 YONICHANDRA 30 TAHUN LUBUKALUNG Wali Nagari

Wali Nagari
YT-ILZAMI ASDI 39 TAHT]N ST]NGAI BULUH Wali Nagari
SYAMSURZAL 36 TAHIIN AIE TAJTIN Wali Nagari

113 HIDAYAT Wali Nagari
SUDIRMAN 47 TAHI]N MARANSI Wali Nagari
M, TASIRKOTO 45 TAHUN KASANG Wali Nagari

i16 DENI SETIAWAN 42 TAHTIN BUAYAN Wali Nagari

tt7 NASRILNAZAR 61 TAHUN SINTUAK Wali Nagari
YULISMA SH 4I TAHI]N KATAPIANG Wali Nagari
RUSLIMUSLIM 53 TAHUN TAPAKIS Wali Nagari

+ Nomor telepon/ handpone responden dapat diminta pada peneliti
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LAMPIRAN OLAHAN DATA PENELITIAN

Tabel 1. Distribusi Frekuensi Berdasarkan Kedudukan Nara Sumber dalam
Masyarakat Setempat

Tabel 2. Deskipsi Data Sengketa pada Tingkat Kaum

Tabel3. Deskripsi Data Sengketa pada Tingkat Suku

Kedudukan dalam masyarakat Frekuensi Persentase
Persenta-se
Kumulatif

1 10,08 10,08
Kera atan Adat N N 12. 10.08 20,17

3 1tl 16,81 36,97
4 ulu suku 10.08 53,70
5 Mamak k wansan 8 6,72 43,70
6 Anak kemenakan l1 9,24 8l,51

Tokoh t 22 18,49 77 )'1
8 Pen saha./investor 22 18,49 100.00

Total Il9 100.0

Deskri i hasil Persentase
1 22.45

tusSta emilikan sete di1ah ada lainihakk"p gadaikan p p
J meningkatkan kesejPemanfaat tanah lumbe m ah kaumteraanampu 12,24
4 etiBatas tanah tidak alas uta beruba.h ubah saatyang J s ap 10,20

kemiskinankaumTanah Ibe um m kem enakanmampu engentas

6 idakT katasatu anakantara emk dienakan anakkampung dengan
enkem akan randi uta 8,16

7 l\ anak kemenakanurangn pemahamanya tan kaumahtentang 8 t6
yang telah disenifikasi tanpa persetujuan semuaAdanya tanah kaum

kaum 6,12

ola oleh pihak tertentu terus menerus, padahal adaTanah suku dikel
lain hak sama 4,08

yang kaya atau berjabatan mensertifikatkan tanah kaumKemenakan
den alasan tela-h menebus atau 2,04

Total 100

si hasilDes Persentase
1 Batas tanah sul-u belum elas 34,,18
2 Tanah ula untuksuku secara 27 9
3 Peruntukan tanah ula suku belum adil 20,69
4 Tanah ulayat kaum dibiarkan telantar daripada menjadi sumber

ta atau konflik dalam suku 17,24

Total 100

47

No

Wali nagari 12
2

Wali j orong/korong

12

7

No
Pembagian tanah kaum tidak adil antar kemenakan

2 16,33

5 10,20

8

9

10

No



Tabel 4. Deskripsi Data Sengketa pada Tingkat Nagari

Tabel 5. Deskripsi Data Sengkata pada pihak ekternal atau investor

No Deskripsi hasil Persentase
1 Tanah ulayat nagari disewakan sepihak oleh pemerintah nagari ke

pihak lain tanpa mendapatkan persetuiuan Kerapatan Adat Nagad.
3 8,10

2 Tanah ulayat nagari sering berbenturan setelah keluarannya atuan
nagari menjadi desa dan kembali meniadi nagari

28.5',7

Tanah ulayat nagari digunakan sebagai fasilitas umum 23$l
4 Pengembalian tanah ulayat setelah habis Hak Guna Usaha (IIGU)

tidak-ielas atau meniadi sumber sengketa
o{,

Total 100

No Deskripsi hasil Persentase
1 Status kepemilikan tanah ulayat yang belum ielas 31.82
2 Birokasi berbelit-belit dan berbiaya tinggi saat memakai tanah ulayat 27 .2',7

3 Pembagian hasil ketika tanah ulayat saat s\ryakelola
4 Kenyamanan dan ketidaknyaman dalam menggunakan tarah ulayat t3.64
5 Batas tanah kurang ielas antar suku atau kaum 4,55

Total 100
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Lampiran 4. Biodata Ketua/Anggota Tim Peneliti,/Pelaksana

BIODATA KETUA PENELITI

A. Identitas Diri

Nama Lengkap (dengan gelar) Perengki Susanto, S.E., M.Sc

Jenis Kelamin iLaki-laki
Jabatan Fungsional

NIP/NIK/[dentita,s lainnva

NIDN 0004048101

Tempat, Tanggal Lahir Sungai Buluh, 4 April 1981

E-mail

Nomor Telepon/IIP 08126636500

lau-ur
Nomor Telepon/Faks (07s1) 447366

re.
7r-
,il-
'lt
i,q

Lulusan yang Telah Dihasilkan S-1 = 50 orang

Nomor Telepon {Faks (07s 1) 201 1 1

l. Perkoperasia:r

Mata Kuliah yang Diampu
2. Manajemen Strategik

3. Manajemen lndustri Kecil dan Menengah

4. Metodologi Penelitian

B. Riwayat Pendidikan

s-1 s-2

Nama Perguruan

Tinggi
Universitas Negeri Padang Universitas Gadj ah Mada

Bidang Ilmu Manajemen Manajemen

Tahun Masuk-
Lulus

2000-2004 2008-2010

.l*
v

Judul Skripsi/Tesis/
Disertasi

Analisis Sikap Konsumen

terhadap Atribut-atribut
Merek Teh Kajoe Aro

Pengaruh Orientasi Pasar terhadap

Kinerja Perusahaan Kecil Dimediasi oleh

Orientasi Kepengusahaan

s-3

49

I Lektor

i r9810404 2oo5ol 1 oo2
I

i Perengki.unp@qmail.com

i

I
I

I

I

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang

II

I

j

i

1

l

I Nama Pembimbinpr' lDr. Susi Evanita MS ;

lpro,,oto. 
" 

1rrt. z"r Lrrr".. rta.si. lAmin 
wibowo' Ph D

I

i



C. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir
(Bukan Skripsi, Tesis, maupun Disertasi)

No. Tahun Judul Penelitian

Persepsi Mahasiswa Mengenai Proses Pembelajaran PL
Non Kependidikan Program Studi Pendidikan Ekonomi
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang (Anggota)

Pengaruh Dimensi Kualitas Layanan Akademik terhadap
2 2010 Kepuasan AIumni Fakultas Ekonomi Univeristas Negeri

Padang (Anggota)

20tl
Pengaruh Kualitas Layanan Akademik terhadap Citra
Merek Lembaga (Corporate Brand Image), Kepuasan dan
Loyalitas Mahasiswa Univeristas Negeri Padang (Ketua)

2012
Penelitian Komoditi/Produk/Jenis Usaha Unggulan
UMKM di Sumatera Barat tahun 201 l(Anggota)

z0t3

2013
Model Pemberdayaan Tanah Ulayat Berbasis Koperasi
Pertanian (Ketua)

2011 Pelatihan Tindakan Kelas @TK) Bagi Guru Ekonomi Se Kota

2008
s.d

2009

Pendanaan

Sumber*
Jml (Juta

Rp)

I-MHERE 29.800.000

DIPA. L,]NP 7.500.000

DIPA. LTNP 7.500.000

461.000.000

50.000.000

F
Fr

r
I

F
F

Bank
Indonesia

Peran Gender dalam Orientasi Kewirausahaan Hihah
(Entreprenurial Orientation) pada Kinerja UKM Sumatera Fundamental
Barat (Anggota)

* Tuliskan sumber pendan.urn baik dari skema penelitian DIKTI maupun sumber lainnya.

D, Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir

Pendanaan

No. Tahun Judul Pengabdian Kepada Masyarakat

Hibah
Bersaing

52.000.000

Jml (Juta
Rp)

7.500.000

Padang (Ketua)

201 I Program Nagari Binaan di Nagari Sungai Jambu, Lambah dan DIPA- 7.500.000

Parambahan (Anggota) T]NP

2012 Program Nagari Binaan di Nagari Barung-Barung Balantai DIPA-LTNP 7.500.000

Pesisir Selatan (Ketua)

* Tuliskan sumber pendanaan baik dari skema pengabdian kepada masyarakat DIKTI
maupun dari sumber lainnya.

E. Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir

F; Judul Artikel Ilmiah Nama Jurnal I Volume/Nomor/Iahun

DIPA-
UNP

I
7

Analisis Kualitas Pelayanan Dosen
terhadap Kepuasan dan Prestasi Akademik.

Pemasaran Politik: Pendekatan Konseptual

Jumal Manajemen dan
Pembangunan

Economac:lwnal llmiah
Ekonomi, Mauajemen dan

Volume 7/ Nomor l/
Januari-Maret 2008

Volume l0/ Nomor 1/
April 2010Bagi Pelaku Politik.

50

-_F-lt,

3

Sumber* i



Dampak Orientasi Kepengusahaan pada
Kinerja Perusahaan Kecil.

Dampak Brand Image dan Kepuasan atas
Kualitas Layanan Akademik terhadap
Loyalitas Mahasiswa Universitas Negeri
Padang.

Pengaruh Kualitas Layanan Akademik dan
Administrasi terhadap Kepuasan
Mahasiswa Faku ltas Ekonomi Universilas
Negeri Padang.

Pengaruh Kualitas Layanan Akademik dan
Kepuasan terhadap Loyalitas Mahasiswa
Universitas Negeri Padang.

Pengaruh Kualitas Pelayanan Akademik
dan Citra Merek Lembaga terhadap
Kepuasan Mahasiswa Universitas Negeri
Padang.

lAkunransi

Economac: Jwnal llmiah
Ekonomi, Manajemen dan
Al'lultansi

Pakar Pendidikan

Pakar Pendidikan

Jumal Praktik Bisnis (JPB)

Tingkap:
Jurnal Iirniah Ilrnu-ilmu
Sosial Budaya dan Ekonomi

Volume l0/ Nomor 2/
Okober 2010

Volume 9/ Nomor l/
Januari 201 I

Volumen 9/ Nomor 2/
Januari 201I

Volume l/ Nomor l/
Mer2012

Volume 8/ Nomor 1/
Apil20lZ

Pengaruh Orientasi Pasar pada Kineda
Perusahaan Kecil

Votume 1/ Nomor 2/
September 20 I 2

F. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) dalam 5 Tahun Terakhir

No.

Nama
Pertemuan

Ilmiah /
Seminar

Judul Artikel Ilmiah

Seminar
Nasional

Seminar
Nasional

Tantang Baru Pendidikan Tinggi: Penerapan Total Quality
Manogement yersus Total Quality Education

Dampak Orientasi Pasar dan Kepengusahaan terhadap Kinerja
Perusahaan Kecil

Faktor Determinasi online shopping: Sebuah Studi Empiris

19 Maret
2011

I November
2012

26 Oktober
2013

3

G. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial Lainnya dalam 5
Tahun Terakhir

Seminar
Nasional

lNo.
I

ir.
I

t^

t"I J,

JuduUTema/Jenis Rekayasa Sosial Lainnya
yang Telah Diterapkan Tahun

Tim Bedah Kasus Koperasi di Sumatera Barat 2012

Naskah Akademik Pasar Tradisional melalui
Koperasi di Sumatera Barat

2013
Dinas Koperasi dan
UMKM Sumbar

Respon
Masyarakat

Analisis Kebutuhan Ternak di Sumatera Barat

51

t,t I

I

3

4

5

I

I
J

6

7

8

I

j Jumal Kajian Manajemen

idan Bisnis (JKMB)

I

Waktu dan
Tempat

2

I TempatPenerapan i

lDinas Koperasi dan
jUMKM Sumbar

j ZOt: loir^ Penenakan Sumbar 
i

I



Lampiran 5. Biodata Ketua/Anggota Tim Peneliti/Pelaksana

BIODATA PENELITI

A. Identitas Diri

Nama Lengkap (dengan gelar) Prof. Dr. Yunia Wardi, Drs., M.Si,

Jenis Kelamin Laki-laki

Jabatan Fungsional ru Besar

NIPNIK,4dentitas lainnya 19591109 198403 I 002
r-'
i00091 15901

tr
V
tr
l.
tr
F'
v
E-
tr
F
F
v

Mata Kuliah yang Diampul3

NIDN

Tempat, Tanggal Lahir Padang Kandis, 9 Nopember 1959

E-mail vun iaward i@.vahoo.co. id

Nomor Telepon/HP lorr:o:sa+azz
AIamat Kantor Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang

Nomor Telepon/Faks (07sl) 447366

L,l,on, yans Telah Dihasilkan S-l = 190 orang, 52= 120

Nomor Telepon/Fak

l. Perkoperasian

2. Manajemen Pemasaran Jasa

3. Strategi Pemasaran

4. Pengantar Bisnis

B. Rirvayat Pendidikan

Nama
Perguruan
Tinggi

Bidang Ilmu

Tahun Masuk-
Lulus

Pendidikan Dunia
Usaha

l 978- 1983

s-1 s-2 s-3

IKIP Padang Universitas Padjadjaran Universitas Padjadjaran

Manajemen Koperasi Manajemen Pemasaran

1992-1995 1995-2003

Judul
Skripsi/Tesis/
Disertasi

Nama
Pembimbing/
Promotor

Relevansi Kurikulum
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Q. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir
(Bukan Skripsi, Tesis, maupun Dise(asi)

No. Tahun

2012

Sumber*

Pengaruh Bukti Fisik Mitigasi Bencana Gempa Bumi dan

Tsunami, Stres atas Isu Bencana dan Keinginan Pindah Perguruan

Tinggi Lain Terhadap Loyalitas Mahasiswa Universitas Negeri
Padang

Peran Gender dalam Orientasi Kewirausahaan (entreprenurial
(hientation) pada Kinerja UKM Sumatera Barat

BOPT 50.000.000

Model Pemberdayaan Tanah Ulayat Berbasis Koperasi Pertanian BOPT

Sumber*
Jml (Juta

RP)

DIPA

DIPA

DIPA

s.000.000

5.000.000

Pelatihan Pembuatan Merek dan Kemasan Produk Unggulan
Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Nagari VII Koto Kecamatan
Guguk Kabupaten 50 Kota

Terhadap Kepuasan Mahasiswa Atas Kualita rthavidya

6rPt.'-
I

25.000.000

1

12.
I

lr. 2013

2013

Pendanaan

No. Tahun Judul Pengabdian Kepada Masyarakat

I r.
I

l^lz.
:

2012

20tt Pelatihan Penulisan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) bagi Guru
Mata Pelajaran Ekonomi/[PS di Kota Padang

Pelatihan Kewirausahaan pada Pelaku Usaha Kecil Menengah di
Kota Padang

T
t

10.000.000

2013

* Tuliskan sumber pendanaan baik dari skema pengabdian kepada masyarakat DIKTI maupun dari
sumber lainnya.

E. Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir

lN; Judul Artikel Ilmiah Nama Jurnal Volume,4.{omor/Tahun

Analisis Asosiasi Merek dan Pengaruhny; Jurnal Ekonomi Volume 8/ Nomor 1/
Februari 2007.

Layanan Universitas Negeri Padang
1.

2.

Pengaruh Dimensi Kualitas dan Kepuasan

Nasabah Atas Kualitas Jasa Gadai Terhadap
Loyalitas Nasabah di Beberapa Kantor Cabang
Perum Pegadaian Kantor Wilayah Padang

Jurnal Riset
Manajemen

Volume 7/ Nomor l/
Maret 2007

Judul Penelitian

I Pendanaan

I J,nt gutu

i np)

]sz.ooo.ooo

* Tuliskan sumber pendanaan baik dari skema penelitian DIKTI maupun sumber lainnya'

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir

;-.- -]

3.

l

I

I

I

j iRengaruh Periklanan Terhadap Kesadaran iJurnal Manajemer .Volume 6Nomor l/
i3. lMahasiswa atas Merek Universitas Negeri idaz Pembangunan iJanuari-April 2007

I leaaang I I
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I

4.'
Jurnal Manajemen
dan Pembangunan

Volume 7/ Nomor l/
Januari-Apri1 2008

Pengaruh Kepuasan atas Kualitas Layanan
Dosen dan Loyalitas Belajar Terhadap Prestasi
Akademik Mahasiswa Universitas Negeri
Padang

Pengaruh Dimensi Kualitas Pelayanan Simpan
Pinjam "Bajapuik" dan Kepuasan Terhadap
Loyalitas Nasabah Bank Perkreditan RakTat
Lumbuang Pitih Nagari (BPR LPN) Panampung
Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam

Pengaruh Kepuasan, Komplain dan funtangan
Pindah terhadap Loyalitas Nasabah Bank
Perkeditan Rakyat Lumbuang Pitih Nagari

Jurnal llmiah
Ekonomi, Mana-
emen, dan

Akuntansi

Jurnal Ilmiah
Ekonomi, Mana-
emen, dan

Volume 10/ Nomor
2/Agustus 2010

Volume 1 1/ Nomor 1/
Agustus 20116.i

(BPR LPN) Panampuang. tansi

F, Pemakalah Seminar llmiah (Oral Presentation) dalam 5 Tahun Terakhir

Nama
Pertemuan

Ilmiah /
Seminar

.Iudul Artikel IlmiahNo

Negeri Padang

Waktu dan
Tempat

l9 Maret
2011I Seminar

Nasional
Eksistensi Fakultas Ekonomi Universitas
Dalam Persaingan Antar Perguruan Tinggi.

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat

dipertanggungiawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidak-

sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenamya untuk memenuhi salah satu persyaratan

dalam pengaj uan Hibah Bersaing

Padang, 0 2-2013

Prof. Dr. Yunia Wardi, Drs., M.Si

NIP. 19810404 200501 I 002
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